BUPATI NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR .(; TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUALA PESISIR 2024-2044

Menimbang

Mengingat

BISMMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Kuala Pesisir 2023-2043

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan  Aceh  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6616);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Perlindungan dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021
tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
327);




Menetapkan

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

13.

Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2015

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan
Raya Tahun 2015 - 2035.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG KECAMATAN KUALA PESISIR TAHUN 2024 - 2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

) 5

b

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat
RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata
ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi
dengan peraturan Zonasi kabupaten/kota.

Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.

Bupati adalah Bupati Nagan Raya.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang
berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik
atau nama lain yang berhak menyelenggarakan
urusan rumah tangga sendiri.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola
ruang.




15k

11.

12.

13.

14.

15.

16.

o

18.

19.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas
dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP
adalah bagian dari kota dan/atau kawasan strategis
kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai
arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW
Kabupaten.

Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat
SWP adalah satu kesatuan wilayah bagian dari WP
yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas
beberapa blok.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-
kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti
jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi,
saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau
yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan
rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai
dengan rencana kota, atau dibatasi secara
administrasi setingkat wilayah kelurahan sesuai
dengan batas administrasi yang sudah ditetapkan.
Penataan Ruang adalah suatu sistem proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang
meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata
ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan
struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana
tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan
program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib tata ruang.

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata
ruang.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat
permukiman dan sistem jaringan prasarana dan
sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis
memiliki hubungan fungsional.

Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah
pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau
administrasi yang melayani seluruh wilayah kota
dan/atau regional.
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Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah
pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau
administrasi yang melayani sub wilayah kota.

Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah Pusat
Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi
pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.

Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan
secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional
atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat
kegiatan wilayah.

Jalan  Kolektor @ Primer adalah jalan yang
menghubungkan secara berdaya guna antara pusat
kegiatan mnasional dengan pusat kegiatan lokal,
antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat
kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan
secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan
pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah
dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat
kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat
kegiatan lingkungan, serta antarpusat Kkegiatan
lingkungan.

Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang
menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam
kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan
kawasan perdesaan.

Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh
instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok
masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal
Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan
penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan
angkutan perdesaan (ADES).

Jembatan adalah jalan yang terletak di atas
permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
Halte adalah tempat pemberhentian Kkendaraan
bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan
penumpang.

Jaringan Jalur Kereta Api Khusus adalah jalur kereta
api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan
pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan
untuk melayani masyarakat umum.
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Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang
fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut
dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri
dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi
Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan
sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau
barang, serta angkutan penyeberangan dengan
jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar
daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan
kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari
pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan
sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Pangkalan Pendaratan lkan adalah tempat yang terdiri
atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas
-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan
dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan
sebagail tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh,
dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan pelayaran dan  kegiatan
penunjang perikanan kelas D.

Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang
mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi
perkembangan ekonomi terbatas.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya
disingkat PLTU adalah pembangkit listrik yang
memanfaatkan tenaga uap.

Saluran Udata Tegangan Ekstra Tinggi yang
selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga
listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor)
di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.

Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya
disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang
menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara
bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya
disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang
menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara
bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang
ketenagalistrikan.

Saluran Kabel Tegangan Menengah yang selanjutnya
disingkat SKTM adalah jaringan kabel yang berisolasi
yang ditanam di dalam tanah sepanjang jaringan dan
sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk
menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi
menjadi tegangan menengah.
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Gardu Distribusi adalah gardu distribusi yang
berfungsi untuk menurunkan tegangan primer
menjadi tegangan sekunder.

Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi
utama yang berbasis serat optik, menghubungkan
antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya
yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga
terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel
bawah laut telekomunikasi.

Menara Base Transceiver Station yang selanjutnya
disebut BTS adalah bangunan sebagai tempat yang
merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.
Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang
dapat memperlambat waktu tiba banjir dan
menurunkan besarnya debit banjir.

Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang
berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang
diantaranya pada: saluran masuk (inlet) siphon,
saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet)
kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di
ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau
konstruksi yang dibangun dengan segala
perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat
untuk menampung air minum,

Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang
digunakan untuk pengaliran Air Minum dari
bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non
Domestik adalah sarana yang digunakan dalam
serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non
domestik.

Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya
disingkat IPAL adalah sebuah infrastuktur yang
dirancang untuk mengelola Air Limbah secara fisika,
kimia dan/atau biologi sehingga memenuhi Baku
Mutu Air Limbah.

IPAL Kota adalah IPAL untuk cakupan pelayanan
skala perkotaan.

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun adalah satu kesatuan sarana dan prasarana
pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle
yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat
dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,
penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala
kawasan.
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Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan
prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3).

Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya
disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah
diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan,
dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk
menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran
drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air
penerima.

Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk
menampung air dari saluran drainase tersier dan
membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk
menerima air dari saluran penangkap dan
menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
Jaringan Drainase Lokal adalah jaringan yang ikut
mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan
agar aman dan mudah melewati jalan, belokan, dan
daerah curam.

Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang
menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang
menghubungkan TES dengan TEA.

Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat
berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat
berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat
terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi
sebagai pos informasi bencana.

Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang,
dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar
cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda
motor.

Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik
yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang
diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan
kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan
dan/atau fasilitas pergantian moda.

Pengaman Pantai adalah bangunan untuk melindungi
dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai
dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam
suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk
fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi
budi daya.
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Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi
dan karakteristik spesifik.

Sub-zona adalah suatu bagian dari Zona yang
memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang
merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik
pada Zona yang bersangkutan.

Zona Lindung adalah kawasan vyang ditetapkan
dengan fungsi utama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam
dan sumber daya buatan.

Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan
dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar
kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya buatan.

Zona Badan Air dengan kode BA, yang selanjutnya
disebut dengan Zona BA adalah air permukaan bumi
yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan
sebagainya.

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, yang
selanjutnya disebut dengan Zona PS adalah daerah
yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan
yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata
kehidupan masyarakat untuk melindungi dan
mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat
menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata
air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan
pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk
didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan
yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain
sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau,
embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang
memiliki fungsi perlindungan setempat.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, yang
selanjutnya disebut dengan Zona RTH adalah area
memanjang/jalur dan/atau  mengelompok yang
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun
yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan
aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial
budaya, dan estetika.

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2, yang
selanjutnya disebut dengan Sub-Zona RTH-2 adalah
Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik
sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau
kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani
penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
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Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3,
yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona RTH-3
adalah Taman yang ditujukan untuk melayani
penduduk satu kecamatan.

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, yang
selanjutnya disebut dengan Sub-Zona RTH-4 adalah
taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu
kelurahan.

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, yang
selanjutnya disebut dengan Sub-Zona RTH-7adalah
penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama
sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga
dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat
pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim
mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial
masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai
sumber pendapatan.

Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8, yang
selanjutnya disebut dengan Sub-Zona RTH-8 adalah
lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik
jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan
jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena
dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang
pada umumnya berwarna hijau.

Zona Badan Jalan dengan kode BJ, yang selanjutnya
disebut sebagai Zona BJ adalah Bagian jalan yang
berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur
utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
Zona Pertanian dengan kode P, yang selanjutnya
disebut dengan Zona P adalah peruntukan ruang atau
kawasan yang dialokasikan dan memenuhi Kkriteria
untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, dan peternakan.

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, yang
selanjutnya disebut dengan Sub-Zona P-1 adalah
peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa
pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak
beririgasi serta lahan kering potensial untuk
pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2, yang
selanjutnya disebut dengan Sub-Zona P-2 adalah
peruntukan ruang lahan kering potensial untuk
pemanfaatan dan pengembangan tanaman
hortikultura secara monokultur maupun tumpang
sari.
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Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3, yang
selanjutnya disebut dengan Sub-Zona P-3 adalah
peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk
dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan
basah dan atau lahan kering untuk komoditas
perkebunan.

Zona Perikanan dengan kode IK, yang selanjutnya
disebut dengan Zona IK adalah peruntukan ruang
yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang
meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budi
daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1, yang
selanjutnya disebut dengan Sub-Zona IK-1 adalah
peruntukan ruang perikanan yang berbasis pada
kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan
pengangkutan ikan.

Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2,
yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona IK-2
adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi
sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi
lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum
yang ada.

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL,
yang selanjutnya disebut Zona PTL adalah peruntukan
ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga
listrik.

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI,
yang selanjutnya disebut Zona KPI adalah bentangan
lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Zona Pariwisata dengan kode W, yang selanjutnya
disebut dengan Zona W adalah peruntukan ruang
yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki
potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam,
buatan, maupun budaya.

Zona Perumahan dengan kode R, yang selanjutnya
disebut dengan Zona R adalah peruntukan ruang yang
terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
dilengkapi dengan fasilitasnya.
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Sub-Zona Rumah Kepadatan Tinggi dengan kode R-2,
yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona R-2 adalah
peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat
tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar
antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3,
yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-3adalah
peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat
tinggal atau hunian dengan perbandingan yang
hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah
dengan luas lahan.

Sub-Zona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-
4, yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-4 adalah
peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat
tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil
antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU,
yang selanjutnya disebut dengan Zona SPU adalah
peruntukan ruang yang dikembangkan untuk
menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan,
kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan
rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan
kota, kecamatan, kelurahan dan RW.

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan
dengan kode SPU-2, yang selanjutnya disebut dengan
Sub-Zona SPU-2 adalah peruntukan ruang yang
dikembangkan untuk melayani penduduk skala
kecamatan.

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan
dengan kode SPU-3, yang selanjutnya disebut Sub-
Zona SPU-3 adalah peruntukan ruang yang
dikembangkan untuk melayani penduduk skala
kelurahan.

Zona Campuran dengan kode C, yang selanjutnya
disebut dengan Zona C adalah peruntukan ruang atau
kawasan yang direncanakan terdiri atas minimal 3
fungsi (campuran hunian dan nonhunian) dengan luas
0,5-60 Ha, dengan kepadatan menengah hingga tinggi
yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi,
dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi
keduanya, berkesesuaian, saling melengkapi, saling
mendukung, terhubung antara satu dengan lainnya
sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan
ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana
dan sarana yang memadai peruntukan ruang yang
dikembangkan untuk menampung beberapa
peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti
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perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran,
sarana pelayanan umum, dan transportasi sehingga
orang dapat tinggal, bekerja, memenuhi kebutuhan
sehari-hari, dan dengan cepat dapat terhubung ke
simpul transportasi dalam satu Blok yang sama.
Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang
dengan kode C-2, yang selanjutnya disebut Sub-Zona
C-2 adalah Peruntukan ruang yang terdiri atas
campuran hunian dan non hunian dengan intensitas
pemanfaatan ruang atau kepadatan zona terbangun
sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung
lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya
setempat maka KDB kawasan campuran intensitas
menengah maksimum 70% dan ketinggian bangunan
3 sampai S lantai.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, yang
selanjutnya disebut dengan Zona K adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari
kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan
kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat
bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan
rekreasi, serta fasilitas umum atau  sosial
pendukungnya yang dikembangkan untuk melayani
penduduk skala kota, skala WP, dan skala SWP.
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan
kode K-1, yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona
K-1 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk
pengembangan kelompok kegiatan perdagangan
dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha,
tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan
kota.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan
kode K-2, yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona
K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk
pengembangan kelompok kegiatan perdagangan
dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha,
tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan
WP.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan
kode K-3, yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona
K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk
pengembangan kelompok kegiatan perdagangan
dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha,

tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan
SWP.
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Zona Perkantoran dengan kode KT, yang selanjutnya
disebut dengan Zona KT adalah peruntukan ruang
yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan
pemerintahan dan tempat bekerja atau berusaha,
tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum
atau sosial pendukungnya.

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL, yang
selanjutnya disebut dengan Zona PL adalah untuk
menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa
peruntukan-peruntukan lainnya yang difungsikan
untuk pengembangan kegiatan tempat evakuasi
bencana, instalasi pengolahan air minum, instalasi
pengolahan air limbah, dan pergudangan.

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
dengan kode PL-3, yang selanjutnya disebut Sub-Zona
PL-3 adalah Peruntukan ruang yang memiliki
fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui
proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga
menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu
vang berlaku.

Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
dengan kode PL-4, yang selanjutnya disebut Sub-Zona
PL-4 adalah Peruntukan ruang yang memiliki fasilitas
bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah
domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6, yang
selanjutnya  disebut Sub-Zona  PL-6 adalah
Peruntukan ruang untuk melakukan  proses
penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
Zona Transportasi dengan kode TR, yang selanjutnya
disebut dengan Zona TR adalah Peruntukan ruang
yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya
yang dikembangkan untuk menampung fungsi
transportasi skala regional dalam upaya untuk
mendukung kebijakan pengembangan sistem
transportasi yang tertuang di dalam rencana tata
ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan
laut.

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK,
yang selanjutnya disebut dengan Zona HK adalah
Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk
menjamin kegiatan dan pengembangan bidang
pertahanan dan keamanan  seperti instalasi
pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan,
kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
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Ketentuan Pemanfaatan Ruang merupakan upaya
mewujudkan RDTR dalam bentuk indikasi program
pengembangan wilayah perencanaan dalam jangka
waktu perencanaan S (lima) tahunan sampai akhir
tahun masa perencanaan.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
yvang selanjutnya disebut Konfirmasi KKPR adalah
dokumen yang menyatakan kesesuaian antara
rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR.
Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ
adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya
dan disusun untuk setiap Blok atau Zona peruntukan
yang penetapan Zonanya dalam rencana detail tata
ruang.

Aturan Dasar merupakan persyaratan pemanfaatan
ruang meliputi, ketentuan kegiatan dan penggunaan
lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang,
ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan
sarana minimal, Kketentuan Kkhusus, dan/atau
ketentuan pelaksanaan.

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan adalah
ketentuan yang mengatur kegiatan Pemanfaatan
Ruang dalam suatu Sub-Zona.

Pemanfaatan diperbolehkan /diizinkan adalah
pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan Ruang
yang direncanakan, yang berarti tidak akan ada
peninjauan, atau pembahasan atau tindakan dari
pemerintah setempat.

Pemanfaatan yang diizinkan secara terbatas adalah
pemanfaatan dengan syarat pembatasan standar
pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian,
atau peraturan tambahan lainnya baik yang tercakup
dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian
oleh pemerintah setempat.

Pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat adalah
pemanfaatan dengan syarat izin berupa analisis
mengenai dampak lingkungan hidup, dan Upaya
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup dan  Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup yang diperlukan
untuk penggunaan yang memiliki potensi dampak
penting pembangunan di sekitarnya pada areal yang
luas.
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Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan adalah
pemanfaatan yang tidak diizinkan karena tidak sesuai
dengan peruntukan lain yang direncanakan dan dapat
menimbulkan dampak yang cukup besar bagi
lingkungan di sekitarnya.

Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah nilai Intensitas
Pemanfaatan Ruang dalam Sub-zona berdasarkan
performa kawasan dengan mempertimbangkan
Prasarana dan sarana/infrastruktur yang telah
terbangun serta radius pelayanannya.

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat
KDB adalah angka persentase perbandingan antara
luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas
lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat
KDH adalah angka persentase perbandingan antara
luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung
yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan
dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat
KLB adalah angka persentase perbandingan antara
luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
rencana tata ruang.

Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB
adalah tinggi maksimum bangunan yang diizinkan
pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum
puncak atap bangunan terhadap permukaan tanah
yang dinyatakan dalam satuan meter atau jumlah
lantai.

Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat
GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat
bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas
terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar
muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang,
atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu
massa bangunan terhadap Lahan yang dikuasai, batas
tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang
lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi
listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya (building
line).
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Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum adalah
ketentuan pada setiap zona yang memuat kelengkapan
dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan
lingkungan yang nyaman melalui penyediaan
prasarana dan sarana yang sesuail agar zona berfungsi
secara optimal.

Ketentuan khusus sebagaimana merupakan ketentuan
yang mengatur pemanfaatan  kegiatan  dan
penggunaan lahan pada Zona dan atau Sub-Zona yang
memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau
overlay dengan fungsi Zona dan atau Sub-Zona
lainnya.

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang
selanjutnya disingkat KKOP, adalah wilayah daratan
dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar
udara yang dipergunakan untuk Kkegiatan operasi
penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang
selanjutnya disingkat LP2B adalah ketentuan pada
pertanian tanaman pangan yang untuk dilindungi dan
dikembangkan secara konsisten.

Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan
kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis,
klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik,
ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk
jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan
mencegah, meredam, mencapai Kkesiapan, dan
mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak
buruk bahaya tertentu.

Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus
pada lokasi yang paling aman dan paling efisien
dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh
masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu,
yang meliputi tempat evakuasi sementara dan tempat
evakuasi akhir.

Kawasan Sempadan adalah ketentuan pada kawasan
yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu
dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain
sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan
danau/waduk, sempadan mata air, sempadan
ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
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Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara adalah
kawasan yang memiliki potensi berupa komoditas
pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa
wilayah pertambangan, wilayah usaha pertambangan,
dll sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang pertambangan

Insentif adalah perangkat untuk memotivasi,
mendorong, memberikan daya tarik dan/atau
memberikan percepatan terhadap kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada
Sub-zona yang perlu didorong pengembangannya.
Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah,
memberikan  Batasan  pertumbuhan  dan/atau
mengurangi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
berpotensi melampaui daya dukung dan daya tamping
lingkungan/kegiatan yang tidak sejalan dengan
Rencana Tata Ruang.

Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat
TPZ adalah ketentuan lain dari Zonasi konvensional
yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas
dalam penerapan aturan Zonasi dan ditujukan untuk
mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan
peraturan Zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi
kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.

. Bonus Zoning adalah TPZ yang memberikan izin

kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas
pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan
imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus
menyediakan sarana publik tertentu, misalnya RTH,
terowongan penyeberangan, dan sebagainya.
Pengendalian pertumbuhan (Growth Control) adalah
TPZ yang  diterapkan  melalui  pembatasan
pembangunan dalam upaya melindungi karakteristik
kawasan. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif
persyaratan tertentu dalam perizinan.

Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok
orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi,
dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain
dalam penyelenggaraan penataan ruang.
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Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang
selanjutnya disingkat RTBL, adalah panduan rancang
bangun suatu lingkungan atau kawasan untuk
mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat
rencana program bangunan dan lingkungan, rencana
umum dan panduan rancangan, rencana investasi,
ketentuan pengendalian rencana dan pedoman
pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan
atau kawasan.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
atau Online Single Submission yang selanjutnya
disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang
diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama
menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau
bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem
elektronik yang terintegrasi.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat
dan daerah yang bertugas untuk membantu
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan
memberikan  pertimbangan dalam = Pelaksanaan
Penataan Ruang.

BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

o a0 TP

tujuan penataan WP;

rencana struktur ruang;
rencana pola ruang;

ketentuan pemanfaatan ruang;
peraturan zonasi; dan
kelembagaan.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 3

Tujuan penataan WP Kecamatan Kuala Pesisir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan
Kawasan Kuala Pesisir sebagai kawasan industri terpadu
berbasis pengolahan hasil pertanian dan perkebunan yang
modern dan berkelanjutan.
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Pasal 4

(1) Delineasi WP Kecamatan Kuala Pesisir ditetapkan
sebagai WP [ berdasarkan aspek fungsional dan
administrasi dengan luas 7.751,83 (tujuh ribu tujuh
ratus lima puluh satu koma delapan tiga) hektare.

(2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

a.

b.

C.

d.

sebelah wutara berbatasan dengan Kecamatan
Meurebo (Kabupaten Aceh barat);

sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan
Kuala;

sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan
Tadu Raya; dan

sebelah barat berbatasan dengan Samudera
Hindia.

(3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

a.

seluruh Gampong Suak Puntong seluas 1.137,63
(seribu seratus tiga puluh tujuh koma enam tiga)
hektare;

seluruh Gampong Lhok seluas 165,95 (seratus
enam puluh lima koma sembilan lima) hektare;
seluruh Gampong Kuala Baro seluas 422,72
(empat ratus dua puluh dua koma tujuh dua)
hektare;

seluruh Gampong Padang Rubek seluas 753,70
(tujuh ratus lima puluh tiga koma tujuh nol)
hektare;

seluruh Gampong Pulo seluas 127,72 (seratus dua
puluh tujuh koma tujuh dua) hektare;

seluruh Gampong Langkak seluas 135,35 (seratus
tiga puluh lima koma tiga lima) hektare;

seluruh Gampong Kuala Tuha seluas 147,75
(seratus empat puluh tujuh koma tujuh lima)
hektare;

seluruh Gampong Kubang Gajah seluas 280,72
(dua ratus delapan puluh koma tujuh dua)
hektare;

seluruh Gampong Kuala Trang seluas 885,80
(delapan ratus delapan puluh lima koma delapan
nol) hektare;

seluruh Gampong Cot Rambong seluas 1.237,55
(seribu dua ratus tiga puluh tujuh koma lima lima)
hektare;




-2] -

seluruh Gampong Padang Panyang seluas
1.438,40 (seribu empat ratus tiga puluh delapan
koma empat nol) hektare;

seluruh Gampong Arongan seluas 155,08 (seratus
lima puluh lima koma nol delapan) hektare;
seluruh Gampong Jati Rejo seluas 232,14 (dua
ratus tiga puluh dua koma satu empat) hektare;
seluruh Gampong Purwodadi seluas 146,50
(seratus empat puluh enam koma lima nol)
hektare;

seluruh Gampong Lueng Teuku Ben seluas 222,85
(dua ratus dua puluh dua koma delapan lima)
hektare; dan

seluruh Gampong Purwosari seluas 261,97 (dua

ratus enam puluh satu koma sembilan tujuh)
hektare.

(4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibagi menjadi S (lima) SWP, meliputi:

a.

SWP A seluas 1.260,50 (seribu dua ratus enam
puluh koma lima nol) hektare mencakup sebagian
Gampong Lhok, sebagian Gampong Kuala Baro,
sebagian Gampong Kuala Tuha, sebagian
Gampong Langkak, sebagian Gampong Lueng
Teuku Ben, sebagian Gampong Padang Rubek, dan
sebagian Gampong Pulo terdiri atas Blok A.1, Blok
A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok
A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok
A.12, Blok A.13, Blok A.14, Blok A.15, Blok A.16,
Blok A.17, Blok A.18, Blok A.19, Blok A.20, Blok
A.21, Blok A.22, dan Blok A.23;

SWP B seluas 1.559,23 (seribu lima ratus lima
puluh sembilan koma dua tiga) hektare mencakup
sebagian sebagian Gampong Lhok, sebagian
Gampong Kuala Baro, sebagian Gampong Padang
Rubek, dan seluruh Gampong Suak Puntong
terdiri atas Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4,
Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, dan Blok B.8;

SWP C seluas 1.189,47 (seribu seratus delapan
puluh sembilan koma empat tujuh) mencakup
sebagian Gampong Cot Rambong, sebagian
Gampong Kuala Trang, sebagian Gampong Kuala
Tuha, sebagian Gampong Kubang Gajah, sebagian
Gampong Padang Panyang dan sebagian Gampong
Pulo terdiri atas Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok
C.4, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.7;
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d. SWP D seluas 2.505,07 (dua ribu lima ratus lima
koma mnol tujuh) mencakup seluruh Gampong
Arongan, seluruh Jati Rejo, sebagian Gampong
Kuala Trang, sebagian Gampong Kuala Tuha,
sebagian Gampong Kubang Gajah, sebagian
Gampong Langkak, sebagian Gampong Lueng
Teuku Ben, sebagian Gampong Padang Panyang,
seluruh Gampong Purwodadi dan seluruh
Gampong Purwosari terdiri atas Blok D.1, Blok
D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok
D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11,
Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok
D.16, Blok D.17, Blok D.18, dan Blok D.19; dan

e. SWP E seluas 1.237,56 (seribu dua ratus tiga
puluh tujuh koma lima enam) mencakup sebagian
Gampong Cot Rambong dan sebagian Gampong
Kuala Trang terdiri atas Blok E.1, Blok E.2, dan
Blok E.3;

Ketentuan mengenai Delineasi WP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta

dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail

informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Ketentuan mengenai Pembagian SWP dan Blok pada

WP Kecamatan Kuala Pesisir sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian geometri dan Kketelitian detail informasi skala

1:5.000 tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal S

Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b, meliputi:

rencana pengembangan pusat pelayanan;

rencana jaringan transportasi;

rencana jaringan energi;

rencana jaringan telekomunikasi;

rencana jaringan sumber daya air;

°opooTp
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f. rencana jaringan air minum;
rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan
limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
h. rencana jaringan persampahan;
1. rencana jaringan drainase; dan
j- rencana jaringan prasarana lainnya.
Ketentuan mengenai Rencana  Struktur Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat Kketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;

b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;

dan
c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu

Kantor Kecamatan Kuala Pesisir terdapat di SWP A

pada Blok A.1.

Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Kantor Keuchik Langkak terdapat di SWP A pada
Blok A.22;

b. Kantor Keuchik Suak Puntong terdapat di SWP B
pada Blok B.2;

c. Kantor Keuchik Kuala Trang terdapat di SWP C
pada Blok C.4;

d. Pasar Arongan terdapat di SWP D pada Blok D.13;
dan

e. Kantor Keuchik Cot Rambong terdapat di SWP E
pada Blok E.1.

Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c¢ yaitu pusat lingkungan

kelurahan/desa.

Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), meliputi:

a. Kantor Keuchik Pulo terdapat di SWP A pada Blok
A.15;
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b. Kantor Keuchik Lueng Teuku Ben terdapat di SWP
A pada Blok A.18;
c. Kantor Keuchik Kubang Gajah terdapat di SWP C
pada Blok C.4;
d. Kantor Keuchik Purwosari terdapat di SWP D pada
Blok D.5; dan
e. Kantor Keuchik Padang Panyang terdapat di SWP
D pada Blok D.14.
Ketentuan mengenai Rencana Pengembangan Pusat
Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

jaringan jalur kereta api khusus;
pelabuhan pengumpan lokal;
terminal khusus;
pelabuhan perikanan; dan
m. bandar udara pengumpan.
Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. jalan BTS. Aceh Barat/Nagan Raya — Kuala Tuha
melintas di:
1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.5, Blok
A.6, Blok A.7, Blok A.11, Blok A.12, Blok A.13,
Blok A.14, Blok A.20, Blok A.21 dan Blok A.22;
dan
2. SWP B pada Blok A.1, Blok A.2 Blok A.3, Blok
A.4 dan Blok A.5.
b. jalan Kuala Tuha - Simpang Peut melintas di:
1. SWP A pada Blok A.18, Blok A.19, Blok A.20,
Blok A.22 dan Blok A.23; dan

a. jalan arteri primer

b. jalan kolektor primer;

c. jalan lokal primer;

d. jalan lingkungan primer;
e. jalan khusus;

f. terminal penumpang tipe C;
g. jembatan;

h. halte;

i
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2. SWP D pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan
Blok B.4.

(3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:

a.

b.

jalan Jogya — Purwosari melintas di SWP D pada
Blok D.12;
jalan Kuala Tuha - Lamie melintas di:
1. SWP A pada Blok A.22;
2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok
C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7; dan
3. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.
jalan Kubang Gajah — Kuala Trang melintas di SWP
C pada Blok C.2 dan Blok C.4;
jalan Langkak — Kubang Gajah melintas di:
1. SWP A pada Blok A.23; dan
2. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.3.
jalan Langkak — Suak Layang melintas di SWP A
pada Blok A.19, Blok A.20 dan Blok A.21;
jalan Lawa Batu - Padang Panyang melintas di
SWP D pada Blok D.12, Blok D.14 dan Blok D.17;
jalan Lingkar Gampong Pulo Baru melintas di SWP
A pada Blok A.15;
jalan Lingkar Padang Rubek melintas di SWP A
pada Blok A.11, Blok A.12 dan Blok A.13;
jalan Lingkar Suak Puntong melintas di SWP B
pada Blok B.2 dan Blok B.3;
jalan Lueng Teuku Ben - Arongan melintas di SWP
D pada Blok D.3, Blok D.4, Blok D.6, Blok D.7,
Blok D.8, Blok D.10, Blok D.12 dan Blok D.13;
jalan Lueng Teuku Ben — Kuala Trang melintas di:
1. SWP C pada Blok C.4; dan
2. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.9,
Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15 dan Blok
D.16.
jalan Lueng Teuku Ben - Purwosari melintas di
SWP D pada Blok D.4, Blok D.5 dan Blok D.6;

. jalan Lueng Teuke Ben - Purwodadi melintas di

SWP D pada Blok D.4;
jalan Padang Rubek — Gampong Lhok melintas di
SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4,
Blok A.5, Blok A.6 dan Blok A.7;
jalan Padang Rubek — Trans Meulaboh II melintas
di SWP A pada Blok A.13, Blok A.14, Blok A.15,
Blok A.16 dan Blok A.17;
jalan Padang Turi — Padang Panyang melintas di:

1. SWP C pada Blok C.5; dan
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2. SWP D pada Blok D.16, Blok D.17 dan Blok
D.18.
jalan Pulo - Padang Rubek melintas di SWP A pada
Blok A.4, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9 dan Blok
A.10;
jalan Purwosari — Jatirejo melintas di SWP D pada
Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11 dan Blok D.12;
jalan Simpang Sidan — Lueng Teuku Ben melintas
di SWP D pada Blok D.5 dan Blok D.12;
jalan Suak Puntong — Gampong Lhok melintas di
SWP A dan SWP B;
jalan Suak Puntong - Pulo le melintas di:
1. SWP A pada Blok A.17; dan
2. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok
B.7 dan Blok B.8.
ruas jalan akses bandara melintas di SWP D pada
Blok D.1; dan
Jembatan dan Jalan Akses KIT melintas di SWP D
pada Blok D.17 dan Blok D.18.

Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1) huruf ¢ melintas di SWP D pada BlokD.18.
Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, meliputi:

a.

b.

jalan Langkak — Kubang Gajah melintas di:

1. SWP A pada Blok A.23; dan

2. SWP D pada Blok D.1.

jalan lingkungan primer melintas di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok
A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8,
Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, Blok
A.13, Blok A.14, Blok A.15, Blok A.16, Blok
A.17, Blok A.18, Blok A.19, Blok A.20, Blok
A.21, Blok A.22 dan Blok A.23;

2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok
B.4, Blok B.5 dan Blok B.6;

3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok
C.4, Blok C.5 dan Blok C.6;

4, SWP D pada Blok D.1, Blok D.3, Blok D.4, Blok
D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9,
Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13,
Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17,
Blok D.18 dan Blok D.19; dan

5. SWP E pada Blok E.1, Blok E.2 dan Blok E.3.

Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf e, meliputi:

da.

Jalan Akses ke TPS3R melintas di SWP A pada
Blok A.5;
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Jalan Khusus Wisata Lhok — Pulo melintas di SWP

A pada Blok A.4 dan Blok A.9;

Ruas Jalan Hauling — Rencana Terminal Khusus

Batubara melintas di SWP B pada Blok B.2, Blok

B.4, Blok B.6 dan Blok B.7; dan

Jalan Khusus melintas di:

. SWP A pada Blok A.17;

. SWP B pada Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok

B.7 dan Blok B.8;

. SWP C pada Blok C.4;

4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok
D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok
D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok
D.17 dan Blok D.19; dan

b —

w

5. SWP E pada Blok E.2 dan Blok E.3.

(7) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f terdapat di SWP A pada
Blok A.22.

(8) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf g, meliputi:

a.

b.
G
d

P

h

=

Jembatan Kr. Kuala Tuha di SWP A pada Blok A.7;
Jembatan Kr. Kuinong di SWP D pada Blok D.4;
Jembatan Kuala Baroh di SWP B pada Blok B.5;
Jembatan Kuala Baroh II di SWP A pada Blok
A.l11;

Jembatan Kuala Trang di SWP C pada Blok C.4;
Jembatan L. Teungku Ben 1 di SWP D pada Blok
192

Jembatan L. Teungku Ben 2 di SWP D pada Blok
D.3;

Jembatan Lueng Baro di SWP B pada Blok B.3;
Jembatan Lueng Baro 11 di SWP B pada Blok B.2;
Jembatan Lueng Gambee di SWP B pada Blok B.2;
Jembatan Lueng Puntong di SWP B pada Blok B.1;
Jembatan Lueng Sikuret di SWP D pada Blok D.1;
Jembatan Padang Rubek di SWP A pada Blok
A.13;

Jembatan Suak Puntong 2 di SWP B pada Blok
B.1:

Jembatan Suak Puntong 3 di SWP B pada Blok
B.2;

Jembatan Suak Puntong 4 di SWP B pada Blok
B.2;

Jembatan Suak Puntong 5 di SWP B pada Blok
B.2:

Jembatan Suak Puntong 7 di SWP B pada Blok
B.4;
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Jembatan Suak Puntong 8 di SWP B pada Blok
B.4;

Jembatan Suak Puntong 9 di SWP B pada Blok
B.4;

Jembatan di SWP A pada Blok A.4 dan Blok A.10;
Jembatan di SWP B pada Blok B.2;

Jembatan di SWP C pada Blok C.2;

Jembatan di SWP D pada Blok D.12 dan Blok
D.17;

Jembatan di SWP E pada Blok E.2; dan
Jembatan wisata di SWP A pada Blok A.8.

(9) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf h, meliputi:

a.

SRS TR S AR T

B

q.

Halte Bandara Cut Nyak Dhien di SWP C pada
Blok C.3;

Halte Arongan di SWP D pada Blok D.9;

Halte Cot Rambong di SWP E pada Blok E.1;

Halte KIT Padang Turi di SWP D pada Blok D.18;
Halte Kuala Baro di SWP A pada Blok A.1;

Halte Kuala Trang I di SWP C pada Blok C.4;

Halte Kuala Trang II di SWP C pada Blok C.7;
Halte Langkak di SWP A pada Blok A.23;

Halte Lueng Teuku Ben di SWP A pada Blok A.18;
Halte Padang Panyang di SWP D pada Blok D.16;
Halte Purwodadi di SWP D pada Blok D.8;

Halte Kantor Camat Kuala Pesisir di SWP A pada
Blok A.1;

Halte Masjid Baiturrahim Suak Puntong di SWP B
pada Blok B.2;

Halte Pantai Lhok Raja di SWP A pada Blok A.2;
Halte PLTU Nagan Raya di SWP B pada Blok B.1;
Halte Puskesmas Padang Rubek di SWP A pada
Blok A.13; dan

Halte di SWP C pada Blok C.3.

(10) Jaringan Jalur Kereta Api Khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i berupa Rel
Pengangkut Sawit PT. Socfindo melintas di SWP D pada
Blok D.1, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12
dan Blok D.15.

(11) Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j terdapat di SWP B pada
Blok B.2.

(12) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf k, meliputi:

a.

Terminal Khusus PT. PLN (PERSERO) untuk

kegiatan penyedia tenaga listrik di SWP B pada
Blok B.1.
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b. Terminal Khusus Batubara untuk Kkegiatan
pertambangan batubara di SWP B pada Blok B.2.
Pangkalan Pendaratan lkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf 1 terdapat di SWP A pada
Blok A.22.
Bandar Udara Pengumpan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf m berupa Bandar Udara
Cut Nyak Dhien di SWP C pada Blok C.4.
Ketentuan mengenai Rencana Jaringan Transportasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf ¢, meliputi:
a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana
pendukung;
b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
d. gardu listrik.
Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a berupa PLTU, meliputi:
a. PLTU Meulaboh (Nagan Raya) 1-2 2x110 MW di
SWP B pada Blok B.1; dan
b. PLTU MT Meulaboh (Nagan Raya) 3-4 2x200 MW di
SWP B pada Blok B.1.
Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. SUTET berupa SUTET 275 Kv Nagan Raya - Sigli
melintas di SWP B pada Blok B.1; dan
b. SUTT, meliputi:
1. SUTT 150 Kv Metro — Incomer melintas di SWP
B pada Blok B.1; dan
2. SUTT 150 Kv Nagan Raya - Blang Pidie
melintas di:
a) SWP A pada Blok A.11, Blok A.12, Blok
A.13, Blok A.14 Blok A.19 dan Blok A.21
b) SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3,
Blok B.4 dan Blok B.5; dan
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c) SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4
dan Blok D.7.
(4) Jaringan  distribusi tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi:
a. SUTM, melintas di:
1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok

A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8,

Blok A.9, Blok A.10, Blok A.14, Blok A.15, Blok

A.16, Blok A.17, Blok A.18, Blok A.19, Blok

A.20, Blok A.21, Blok A.22 dan Blok A.23;

SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2;

3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok
C.5 dan Blok C.7;

4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok
D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.8, Blok D.9,
Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13
dan Blok D.14; dan

5. SWP E pada Blok E. 1.

b. SKTM, melintas di:

1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.14, Blok A.20,
Blok A.21, Blok A.22 dan Blok A.23;

2. SWP B pada Blok B.1; dan

3. SWP D pada Blok D.1.

(5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, meliputi:
a. Gardu Induk meliputi:

1. GITET 275 kV Nagan Raya di SWP B pada Blok
B.1; dan

2. GITET 275 kV PLTU Nagan Raya 3-4 di SWP B
pada Blok B.1.

b. Gardu Distribusi terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok

A.5, Blok A.6, Blok A.8, Blok A.14, Blok A.15,

Blok A.16, Blok A.17, Blok A.19, Blok A.20 dan

Blok A.22;

SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2;

3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5 dan
Blok C.7;

4. SWP D pada Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok
D.8, Blok D.9, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13
dan Blok D.14; dan

5. SWP E pada Blok E. 1.
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Ketentuan mengenai Rencana jaringan energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

Rencana  jaringan  telekomunikasi  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

a. jaringan tetap; dan

b. jaringan bergerak seluler.

Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a berupa Jaringan Serat Optik melintas di:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.7,
Blok A.8, Blok A.11, Blok A.12, Blok A.13, Blok
A.14, Blok A.15, Blok A.17, Blok A.18, Blok A.19,
Blok A.20, Blok A.21, Blok A.22 dan Blok A.23;

b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok
B.4, Blok B.5 dan Blok B.7;

c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok
C.4, Blok C.5 dan Blok C.6;

d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok
D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok
D.9, Blok D.10, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15,
Blok D.17 dan Blok D.18; dan

e. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.

Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berupa Menara BTS terdapat di:
SWP A pada Blok A.12 dan Blok A.20;
SWP B pada Blok B.2;
SWP C pada Blok C.4;
SWP D pada Blok D.5 dan Blok D.7; dan
. SWP E pada Blok E.1.
Ketentuan mengenai Rencana jaringan telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum
dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
a. sistem pengendalian banjir; dan
b. bangunan sumber daya air.
Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan Pengendalian
Banjir, meliputi:
a. Jaringan Pengendalian Banjir Krueng Seunagan
melintas di:
1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.8, Blok A.10,
Blok A.14, Blok A.16, Blok A.18, Blok A.19,
Blok A.21 dan Blok A.22; dan
2. SWP C pada Blok C.2.
b. Jaringan Pengendalian Banjir Krueng Trang
melintas di:
1. SWP C pada Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.7;
2. SWP D pada Blok D.16, Blok D.17 dan Blok
D.18; dan
3. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.
Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b berupa Pintu Air terdapat di SWP
A pada Blok A.8.
Ketentuan mengenai Rencana jaringan sumber daya air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum
dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf { berupa jaringan perpipaan.
Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
a. unit produksi berupa Bangunan Penampung Air

terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.7; dan
2. SWPE pada Blok E.1.




b. wunit

.

distribusi berupa Jaringan Distribusi

Pembagi, meliputi:

1

10.

Jaringan Distribusi Pembagi Jl. Aceh

Tengah /Nagan Raya-Kuala Tuha melintas di:

a) SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.5,
Blok A.6, Blok A.7, Blok A.11, Blok A.12,
Blok A.13, Blok A.14, Blok A.20, Blok A.21
dan Blok A.22; dan

b) SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3,
Blok B.4 dan Blok B.5.

Jaringan Distribusi Pembagi Jl. Jogya -

Purwosari melintas di SWP D pada Blok D.12;

Jaringan Distribusi Pembagi Jl. Kuala Tuha -

Lamie melintas di:

a) SWP A pada Blok A.22;

b) SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3,
Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7;
dan

c) SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.

Jaringan Distribusi Pembagi Jl. Kuala Tuha -

Simpang Peut melintas di:

a) SWP A pada Blok A.18, Blok A.19, Blok
A.20, Blok A.22 dan Blok A.23; dan

b) SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3
dan Blok B.4.

Jaringan Distribusi Pembagi Jl. Kubang Gajah

— Kuala Trang melintas di SWP C pada Blok

C.2 dan Blok C.4;

Jaringan Distribusi Pembagi Jl. Langkak -

Kubang Gajah melintas di:

a) SWP A pada Blok A.23;

b) SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.3; dan

c) SWP E pada Blok E. 1.

Jaringan Distribusi Pembagi Jl. Langkak -

Suak Layang melintas di SWP A pada Blok

A.19, Blok A.20 dan Blok A.21;

Jaringan Distribusi Pembagi Jl. Lawa Batu -

Padang Panyang melintas di SWP D pada Blok

D.12, Blok D.14 dan Blok D.17;

Jaringan Distribusi Pembagi Jl. Lingkar

Gampong Pulo Baru melintas di SWP A pada

Blok A.15;

Jaringan Distribusi Pembagi Jl. Lingkar

Padang Rubek melintas di SWP A pada Blok

A.11, Blok A.12 dan Blok A.13;
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Jaringan Distribusi Pembagi Jl. Lingkar Suak

Puntong melintas di SWP B pada Blok B.2

dan Blok B.3;

Jaringan Distribusi Pembagi Jl. Lueng Teuku

Ben - Arongan melintas di SWP D pada Blok

D.3, Blok D.4, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.8,

Blok D.10, Blok D.12 dan Blok D.13;

Jaringan Distribusi Pembagi Jl. Lueng Teuku

Ben - Kuala Trang melintas di:

a) SWP C pada Blok C.4; dan

b) SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.9,
Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15 dan Blok
B.16.

Jaringan Distribusi Pembagi Jl. Lueng Teuku
Ben — Purwosari melintas di SWP D pada Blok
D.4, Blok D.5 dan Blok D.6;
Jaringan Distribusi Pembagi Jl. Lueng Teuke
Ben - Purwodadi melintas di SWP D pada
Blok D.4;

Jaringan Distribusi Pembagi Jl. Padang
Rubek — Gampong Lhok melintas di SWP A
pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4,
Blok A.5, Blok A.6 dan Blok A.7;

Jaringan Distribusi Pembagi Jl. Padang
Rubek — Trans Meulaboh II melintas di SWP A
pada Blok A.13, Blok A.14, Blok A.15, Blok
A.16 dan Blok A.17;

Jaringan Distribusi Pembagi J1. Padang Turi —
Padang Penyang melintas di:

a) SWP C pada Blok C.5; dan

b) SWP D pada Blok D.16, Blok D.17 dan

Blok B.18.

Jaringan Distribusi Pembagi Jl. Pulo — Padang
Rubek melintas di SWP A pada Blok A.4, Blok
A.7, Blok A.8, Blok A.9 dan Blok A.10;
Jaringan Distribusi Pembagi Jl. Purwosari -
Jatirejo melintas di SWP D pada Blok D.8,
Blok D.10, Blok D.11 dan Blok D.12;

Jaringan Distribusi Pembagi Jl. Simpang
Sidan — Lueng Teuku Ben melintas di SWP D
pada Blok D.5 dan Blok D.12;

Jaringan Distribusi Pembagi Jl. Suak Puntong
— Gampong Lhok melintas di:

a) SWP A pada Blok A.3 dan Blok A.4; dan

b) SWP B pada Blok B.2.

Jaringan Distribusi Pembagi J1. Suak Puntong
— Pulo le melintas di:
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a) SWP A pada Blok A.17; dan
b) SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4,
Blok B.7 dan Blok B.8.
24. Jaringan Distribusi Pembagi Jembatan Akses
KIT melintas di SWP D pada Blok D.16 dan
Blok D.18; dan
25. Jaringan Distribusi Pembagi melintas di SWP
D pada Blok D.18.
Ketentuan mengenai Rencana jaringan air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum

dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah

(1)

(2)

(3)

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Pasal 12

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan

limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g,

meliputi:

a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;

b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat;
dan

c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun (B3).

Sistem pengelolaan air limbah non domestik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa

Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non

Domestik, meliputi:

a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non
domestik KIT Padang Turi terdapat di SWP B pada
Blok B.2; dan

b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non
domestik KPI Suak Puntong terdapat di SWP D
pada Blok D.18.

Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa

subsistem pengolahan terpusat.

Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) berupa IPAL Kota terdapat di SWP A pada

Blok A.10.
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Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, meliputi:

a. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun (B3) Klinik Cahaya Husada terdapat di
SWP A pada Blok A.23;

b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun (B3) Pabrik Kelapa Sawit PT. Socfindo,
Purwodadi terdapat di SWP D pada Blok D.9;

c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun (B3) Poliklinik PT. Socfindo terdapat di
SWP D pada Blok D.9;

d. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun (B3) Puskesmas Padang Panyang terdapat
di SWP D pada Blok D.16; dan

e. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun (B3) Puskesmas Padang Rubek terdapat di
SWP A pada Blok A.13.

Ketentuan mengenai Rencana pengelolaan air limbah

dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

(B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan

dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan

ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum
dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf h, meliputi:

a. tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle
(TPS 3R); dan

b. tempat penampungan sementara (TPS).

Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS

3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berupa tempat pengelolaan sampah reuse, reduce,

recycle (TPS 3R) Kuala Baro terdapat di SWP A pada

Blok A.5.

Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. tempat penampungan sementara (TPS) Padang
Panyang terdapat di SWP D pada Blok D.14; dan

b. tempat penampungan sementara (TPS) Purwodadi
terdapat di SWP D pada Blok D.3.
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(4) Ketentuan mengenai Rencana jaringan persampahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum
dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf i, meliputi:
a. jaringan drainase primer;
b. jaringan drainase sekunder;
c. jaringan drainase tersier; dan
d. jaringan drainase lokal.
(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, meliputi:
a. jaringan drainase primer Jl. Aceh Tengah/Nagan
Raya — Kuala Tuha melintas di:
1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.5, Blok
A.6, Blok A.7, Blok A.11, Blok A.12, Blok A.13,
Blok A.14, Blok A.20, Blok A.21 dan Blok A.22;
2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok
B.4 dan Blok B.5;
b. jaringan drainase primer Jl. Kuala Tuha - Lamie
melintas di:
1. SWP A pada Blok A.22;
2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok
C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7; dan
3. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.
c. jaringan drainase primer Jl. Kuala Tuha - Simpang
Peut melintas di:
1. SWP A pada Blok A.18, Blok A.19, Blok A.20,
Blok A.22 dan Blok A.23; dan
2. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan
Blok D.4.
(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. jaringan drainase sekunder Jl. Jogya — Purwosari
melintas di SWP D pada Blok D.12;
b. jaringan drainase sekunder Jl. Kubang Gajah -
Kuala Trang melintas di SWP C pada Blok C.2 dan
Blok C.4;
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jaringan drainase sekunder Jl. Langkak — Kubang

Gajah melintas di:

1. SWP A pada Blok A.23;

2. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.3; dan

3. SWP D pada Blok D.1.

jaringan drainase sekunder Jl. Langkak - Suak

Layang melintas di SWP A pada Blok A.19, Blok

A.20 dan Blok A.21;

jaringan drainase sekunder Jl. Lawa batu — Padang

Panyang melintas di SWP D pada Blok D.12, Blok

D.14 dan Blok D.17;

jaringan drainase sekunder Jl. Lingkar Gampong

Pulo Baru melintas di SWP A pada Blok A.15 dan

Blok A.17;

jaringan drainase sekunder Jl. Lingkar Padang

Rubek melintas di SWP A pada Blok A.11, Blok

A.12, Blok A.13 dan Blok A.17;

jaringan drainase sekunder Jl. Lingkar Suak

Puntong melintas di SWP B pada Blok B.2 dan

Blok B.3;

jaringan drainase sekunder Jl. Lueng Teuku Ben -

Arongan melintas di SWP D pada Blok D.3, Blok

D.4, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.10, Blok

D.12 dan Blok D.13;

jaringan drainase sekunder Jl. Lueng Teuku Ben -

Kuala Trang melintas di:

1. SWP C pada Blok C.4; dan

2. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.9, Blok
D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16 dan
Blok D.17.

jaringan drainase sekunder Jl. Lueng Teuku Ben -

Purwosari melintas di SWP D pada Blok D.4, Blok

D.5 dan Blok D.6;

jaringan drainase sekunder Jl. Lueng Teuke Ben -

Purwodadi melintas di SWP D pada Blok D.4;

. jaringan drainase sekunder Jl. Padang Rubek —

Gampong Lhok melintas di SWP A pada Blok A.1,

Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6

dan Blok A.7;

jaringan drainase sekunder Jl. Padang Rubek -

Trans Meulaboh II melintas di SWP A pada Blok

A.13, Blok A.14, Blok A.15, Blok A.16 dan Blok

A.17;

jaringan drainase sekunder Jl. Padang Turi -

Padang Panyang melintas di:

1. SWP C pada Blok C.5; dan
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2. SWP D pada Blok D.14, Blok D.16, Blok D.17
dan Blok D.18.

p- Jjaringan drainase sekunder Jl. Pulo - Padang
Rubek melintas di SWP A pada Blok A.3, Blok A.4,
Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9 dan Blok A.10;

q. jaringan drainase sekunder Jl. Purwosari — Jatirejo
melintas di SWP D pada Blok D.8, Blok D.10, Blok
D.11 dan Blok D.12;

r. jaringan drainase sekunder Jl. Simpang Sidan -
Lueng Teuku Ben melintas di SWP D pada Blok
D.5, Blok D.6 dan Blok D.12;

s. jaringan drainase sekunder Jl. Suak Puntong -
Gampong Lhok melintas di:

1. SWP A pada Blok A.3 dan Blok A.4; dan
2. SWP B pada Blok B.2.

t. jaringan drainase sekunder Jl. Suak Puntong -
Pulo le melintas di
1. SWP A pada Blok A.17; dan
2. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok

B.7 dan Blok B.8.
(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c melintas di:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5,
Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.10, Blok A.11,
Blok A.12, Blok A.13, Blok A.14, Blok A.15, Blok
A.16, Blok A.17, Blok A.19, Blok A.20, Blok A.21,
Blok A.22 dan Blok A.23;

b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok
B.4, Blok B.5 dan Blok B.6;

c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok
C.4, Blok C.5 dan Blok C.6;

d. SWP D pada Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok
D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok
D.11, Blok D.13, Blok D.14 dan Blok D.15; dan

e. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.

(5) Jaringan drainase lokal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d melintas di:

a. SWP A pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.7,
Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, Blok
A.13, Blok A.15, Blok A.16, Blok A.17, Blok A.22
dan Blok A.23;

b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok
B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7 dan Blok B.3;

c. SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5
dan Blok C.6;
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d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok
D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12,
Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok
D.17, Blok D.18 dan Blok D.19; dan

e. SWP E pada Blok E.1, Blok E.2 dan Blok E.3.
Ketentuan mengenai Rencana jaringan drainase
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum
dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, meliputi:
Jalur Evakuasi Bencana;
Tempat Evakuasi;
Jalur Sepeda;
Jaringan Pejalan Kaki; dan
Pengaman Pantai.
Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, terdapat di:
a. ruas jalan BTS. Aceh Barat/Nagan Raya - Kuala
Tuha melintas di:
1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.5, Blok
A.6, Blok A.7, Blok A.11, Blok A.12, Blok A.13,
Blok A.14, Blok A.20, Blok A.21 dan Blok A.22;
dan
2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok
B.4 dan Blok B.5.
b. ruas jalan Kuala Tuha - Lamie melintas di:
1. SWP A pada Blok A.22;
2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok
C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7; dan
3. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.
c. ruas jalan Langkak — Kubang Gajah melintas di:
1. SWP A pada Blok A.23; dan
2. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.3.
d. ruas jalan Lawa Batu - Padang Panyang melintas
di SWP D pada Blok D.12, Blok D.14 dan Blok
D.17;

o e TP




5

ruas jalan Lueng Teuku Ben — Arongan melintas di

SWP D pada Blok D.3, Blok D.4, Blok D.6, Blok

D.7, Blok D.8 dan Blok D.12;

ruas jalan Lueng Teuku Ben - Kuala Trang

melintas di:

1. SWP C pada Blok C.4; dan

2. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.9, Blok
D.13, Blok D.14, Blok D.15 dan Blok D.16.

ruas jalan Lueng Teuku Ben — Purwosari melintas

di SWP D pada Blok D.4, Blok D.5 dan Blok D.6;

ruas jalan Padang Rubek - Gampong Lhok

melintas di SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok

A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.7;

ruas jalan Padang Rubek - Trans Meulaboh II

melintas di SWP A pada Blok A.13, Blok A.14, Blok

A.15, Blok A.16 dan Blok A.17;

ruas jalan Padang Turi — Padang Panyang melintas

di:

1. SWP C pada Blok C.5; dan

2. SWP D pada Blok D.18.

ruas jalan Simpang Sidan - Lueng Teuku Ben

melintas di SWP D pada Blok D.5 dan Blok D.12;

ruas jalan Suak Puntong - Gampong Lhok

melintas di:

1. SWP A pada Blok A.3 dan Blok A.4; dan

2. SWP B pada Blok B.2.

ruas jalan Suak Puntong — Pulo Ie melintas di:

1. SWP A pada Blok A.17; dan

2. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok
B.7 dan Blok B.8.

ruas jalan Kuala Tuha — Simpang Peut melintas di:

1. SWP A pada Blok A.18, Blok A.19, Blok A.20,
Blok A.22 dan Blok A.23; dan

2. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan
Blok D.4.

jalan akses bandara melintas di SWP D pada Blok

D.1: dan

Jalur Evakuasi Bencana melintas di:

1. SWP A pada Blok A.2, Blok A.4, Blok A.l11,
Blok A.15 dan Blok A.17;

2. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok
B.6 dan Blok B.7;

3. SWP C pada Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan
Blok C.6;

4, SWP D pada Blok D.3, Blok D.8, Blok D.9 Blok
D.12, Blok D.15, Blok D.18 dan Blok D.19; dan

5. SWP E pada Blok E.2 dan Blok E.3.
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(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berupa Tempat Evakuasi Sementara.
(4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), meliputi:
a. KIT Padang Turi di SWP D pada Blok D.18;
b. Lapangan Bola Kuala Trang di SWP C pada Blok
C.4;
c. Masjid Al Ikhlas Gampong Pulo di SWP A pada
Blok A.15;
d. Pabrik Kelapa Sawit PT. Socfindo Seunagan di SWP
D pada Blok D.9;
e. SD Negeri Leung Mane di SWP C pada Blok C.5;
dan
f. Tempat Evakuasi Sementara terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.13;
2. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.3;
3. SWP C pada Blok C.3 dan Blok C.6; dan
4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.3 dan Blok D.18.
(5) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, terdapat di:
a. jalan Kuala Tuha - Lamie yang melintas di:
1. SWP A pada Blok A.22; dan
2. SWP C pada Blok C.2.
b. jalan Lueng Teuku Ben — Arongan yang melintas di
SWP D pada Blok D.3, Blok D.6 dan Blok D.8;
c. jalan Lueng Teuku Ben - Kuala Trang yang
melintas di:
1. SWP C pada Blok C.4; dan
2. SWP D pada Blok D.1, Blok D.9, Blok D.13,
Blok D.14 dan Blok D.15.
d. jalan Purwosari — Jatirejo yang melintas di SWP D
pada Blok D.8 dan Blok D.10;
e. jalan Simpang Sidan - Lueng Teuku Ben yang
melintas di SWP D pada Blok D.5; dan
f.  Jalur Sepeda yang melintas di:
1. SWP A pada Blok A.4, Blok A.8, Blok A.9, Blok
A.10 dan Blok A.22; dan
2. SWP D pada Blok D.3, Blok D.8, Blok D.9, Blok
D.10, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.16 dan
Blok D.17.
(6) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, terdapat di:
a. jalan BTS Aceh Barat/Nagan Raya - Kuala Tuha
yang melintas di:
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1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.5, Blok
A.6, Blok A.7, Blok A.11, Blok A.12, Blok A.13,
Blok A.14, Blok A.20, Blok A.21 dan Blok A.22;
dan
2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok
B.4 dan Blok B.5.
b. jalan Kuala Tuha — Lamie yang melintas di:
1. SWP A pada Blok A.22 dan Blok A.23;
2. SWP C pada Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4;
dan
3. SWP D pada Blok D.1.
c. jalan Langkak — Kubang Gajah yang melintas di:
1. SWP A pada Blok A.23;
2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3;
dan
3. SWP D pada Blok D.1.

d. jalan Lueng Teuku Ben — Arongan yang melintas di
SWP D pada Blok D.6 dan Blok D.8;

e. jalan Lueng Teuku Ben - Kuala Trang yang
melintas di SWP D pada Blok D.9, Blok D.13, Blok
D.14, Blok D.15, Blok D.16 dan Blok D.17;

f. jalan Purwosari — Jatirejo yang melintas di SWP D
pada Blok D.8 dan Blok D.10;

g. jalan Simpang Sidan - Lueng Teuku Ben yang
melintas di SWP D pada Blok D.5;

h. jalan Kuala Tuha - Simpang Peut yang melintas di:

1. SWP A pada Blok A.18; dan
2. SWP D pada Blok D.3 dan Blok D.4.

i. Jaringan Pejalan Kaki yang melintas di:

1. SWP A pada Blok A.4, Blok A.8, Blok A.9, Blok
A.10 dan Blok A.22; dan

2. SWP D pada Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10,
Blok D.12 dan Blok D.13.

Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e melintas di:

a. SWP A pada Blok A.4, Blok A.9 dan Blok A.10;

b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2;

c. SWP C pada Blok C.2, Blok C.4 dan Blok C.7; dan

d. SWP E pada Blok E. 1.

Ketentuan mengenai Rencana jaringan prasarana

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian

geometri dan Kketelitian detail informasi skala 1:5.000

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
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BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf ¢ meliputi:

a. Zona Lindung; dan
b. Zona Budi Daya.

(2) Ketentuan mengenai Rencana Pola Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(1) huruf a terdiri atas:

a. Zona BA;

b. Zona PS; dan

¢c. Zona RTH.

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 18

Zona BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a
dengan luas 281,72 (dua ratus delapan puluh satu koma
tujuh dua) hektare terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.4, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9,
Blok A.10, Blok A.14, Blok A.16, Blok A.18, Blok A.19,
Blok A.21 dan Blok A.22;

b. SWP B pada Blok B.2;

c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5 dan
Blok C.7;

d. SWP D pada Blok D.12, Blok D.16, Blok D.17 dan Blok
D.18; dan

e. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.
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Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b

dengan luas 354,79 (tiga ratus lima puluh empat koma
tujuh sembilan) hektare terdapat di:

a.

°opo g

(2)

(3)

(4)

SWP A pada Blok A.7, Blok A.8, Blok A.10, Blok A.14,
Blok A.16, Blok A.18, Blok A.19, Blok A.21 dan Blok
A.22;

SWP B pada Blok B.2;

SWP C pada Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.7;
SWP D pada Blok D.16, Blok D.17 dan Blok D.18; dan
SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

huruf ¢ dengan luas 66,61 (enam puluh enam koma

enam satu) hektare, meliputi:

Sub-Zona RTH-2;

Sub-Zona RTH-3;

Sub-Zona RTH-4;

Sub-Zona RTH-7; dan

. Sub-Zona RTH-8.

Sub-zona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dengan luas 37,19 (tiga puluh tujuh koma satu

sembilan) hektare terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.4, Blok A.9, Blok A.10 dan
Blok A.16;

b. SWP C pada Blok C.7; dan

c. SWPE pada Blok E.1.

Sub-zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dengan luas 8,56 (delapan koma lima enam)

hektare terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.5, Blok A.13 dan
Blok A.16;

b. SWP B pada Blok B.2; dan

c. SWP D pada Blok D.8.

Sub-zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ dengan luas 12,88 (dua belas koma delapan

delapan) hektare terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.7, Blok A.12 dan Blok A.15;

b. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5;

°opo o
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c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.4; dan
d. SWP D pada Blok D.4 dan Blok D.5.

(5) Sub-zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c¢ dengan luas 5,09 (lima koma nol sembilan)
hektare terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.4, Blok A.6, Blok A.7, Blok
A.18 dan Blok A.22;

b. SWP B pada Blok B.2;

c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5
dan Blok C.7; dan

d. SWP D pada Blok D.2, Blok D.6, Blok D.7, Blok
D.10, Blok D.11, Blok D.13, Blok D.14 dan Blok
D.16.

(6) Sub-zona RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dengan luas 2,89 (dua koma delapan sembilan)
hektare terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.7, Blok A.14, Blok A.15 dan
Blok A.22;
. SWP B pada Blok B.1;
c. SWP C pada Blok C.4; dan
d. SWP D pada Blok D.2, Blok D.6, Blok D.8, Blok
D.9 dan Blok D.12.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 21

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruf b meliputi:
a. Zona BJ;

Zona P;

Zona IK;

Zona PTL;

Zona KPI;

Zona W;

Zona R;

Zona SPU;

Zona C;

Zona K;

Zona KT;

Zona PL;

Zona TR; dan

Zona HK.

HprFT R M0
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Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 22

Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a
dengan luas 127,52 (seratus dua puluh tujuh koma lima
dua) hektare terdapat di:

a.

(1)

(2)

SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A4,
Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok
A.10, Blok A.11, Blok A.12, Blok A.13, Blok A.14, Blok
A.15, Blok A.16, Blok A.17, Blok A.18, Blok A.19, Blok
A.20, Blok A.21, Blok A.22 dan Blok A.23;

SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4,
Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7 dan Blok B.8;

SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4,
Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7;

SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4,
Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok
D.10, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok
D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok D.18, Blok D.19; dan
SWP E pada Blok E.1, Blok E.2 dan Blok E.3.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 23

Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b
dengan luas 4.256,21 (empat ribu dua ratus lima puluh
enam koma dua satu) hektare, meliputi:

a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;

b. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2; dan

c. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.

Sub-zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dengan luas 163,85 (seratus enam puluh tiga

koma delapan lima) hektare terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.7, Blok A.8,
Blok A.9, Blok A.10, Blok A.14, Blok A.16, Blok
A.18, Blok A.19, Blok A.20, Blok A.21, Blok A.22
dan Blok A.23;

b. SWP C pada Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6
dan Blok C.7;

c. SWP D pada Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok
D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.15 dan
Blok D.18; dan

d. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.
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(4)

)
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Sub-zona P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dengan luas 193,37 (seratus sembilan puluh
tiga koma tiga tujuh) hektare terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok
A.10, Blok A.14 dan Blok A.16;

b. SWP B pada Blok B.5;

c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.7; dan

d. SWP D pada Blok D.3, Blok D.16, Blok D.17 dan
Blok D.18; dan

e. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.

Sub-zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ dengan luas 3.898,98 (tiga ribu delapan ratus

sembilan puluh delapan koma sembilan delapan)

hektare terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.7, Blok A.8, Blok A.14, Blok
A.16, Blok A.17, Blok A.18 dan Blok A.19;

b. SWP B pada Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7 dan Blok
B.8;

c. SWP C pada Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok
C.7;

d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok
D.9, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok D.14,
Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok D.18 dan
Blok D.19; dan

e. SWP E pada Blok E.1, Blok E.2 dan Blok E.3.
Sub-zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
yang termasuk kedalam Hak Guna Usaha wajib
membangun dan memelihara prasarana lingkungan
dan fasilitas yang ada dalam lingkungan areal hak guna
usaha sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

Paragraf 3
Zona Perikanan

Pasal 24

Zona IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf ¢

dengan luas 10,93 (sepuluh koma sembilan tiga)

hektare, meliputi:

a. Sub-zona perikanan tangkap dengan kode IK-1;
dan

b. Sub-zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.

Sub-zona IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dengan luas 3,31 (tiga koma tiga satu) hektare

terdapat di SWP A pada Blok A.22.
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(3) Sub-zona IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dengan luas 7,62 (tujuh koma enam dua)
hektare terdapat di:

a. SWP B pada Blok B.2; dan
b. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.7.

Paragraf 4
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 25

Zona PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d
dengan luas 131,89 (seratus tiga puluh satu koma delapan
sembilan) hektare terdapat di SWP B pada Blok B.1.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 26

Zona KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e

dengan luas 1.037,77 (seribu tiga puluh tujuh koma tujuh

tujuh) hektare terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.14, Blok A.16 dan Blok A.19;

b. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.8;
dan

c. SWP D pada Blok D.9 dan Blok D.18.

Paragraf 6
Zona Pariwisata

Pasal 27

Zona W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f
dengan luas 67,40 (enam puluh tujuh koma empat nol)
hektare berupa terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.4, Blok A.9 dan Blok A.10;

b. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5; dan

c. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.4.

Paragraf 7
Zona Perumahan

Pasal 28

(1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g
dengan luas 856,11 (delapan ratus lima puluh enam
koma satu satu) hektare, meliputi:




Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan
kode R-2;

Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan
kode R-3; dan

Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan
kode R-4.

(2) Sub-zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dengan luas 229,51 (dua ratus dua puluh
sembilan koma lima satu) hektare terdapat di SWP D
pada Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7,
Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.13
dan Blok D.14.

(3) Sub-zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dengan luas 420,70 (empat ratus dua puluh
koma tujuh nol) hektare terdapat di:

a.

SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5,
Blok A.6, Blok A.7, Blok A.11, Blok A.12, Blok
A.13, Blok A.14, Blok A.15, Blok A.16, Blok A.17,
Blok A.18, Blok A.19, Blok A.20, Blok A.21, Blok
A.22 dan Blok A.23;

SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5;

SWP C pada Blok C.1, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok
D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.9, Blok D.15, Blok
D 156

(4) Sub-zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dengan luas 205,90 (dua ratus lima koma
sembilan nol) hektare terdapat di:

a.
b.

SWP A pada Blok A.8, Blok A.10 dan Blok A.15;
SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6 dan Blok C.7; dan

SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.

Paragraf 8
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 29

(1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf h dengan luas 40,88 (empat puluh koma delapan
delapan) hektare, meliputi:

a.

b.

Sub-zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-
2; dan

Sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-
3.




(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

Bl

Sub-zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dengan luas 6,12 (enam koma satu dua)
hektare terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.13 dan Blok A.23; dan

b. SWP D pada Blok D.3 dan Blok D.14.

Sub-zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dengan luas 34,75 (tiga puluh empat koma

tujuh lima) hektare terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5,
Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.11, Blok A.12,
Blok A.13, Blok A.15, Blok A.18 dan Blok A.22;

. SWP B pada Blok B.2;

c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok
C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7;

d. SWP D pada Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6, Blok
D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.13,
Blok D.14 dan Blok D.16; dan

e. SWPE pada Blok E.1.

Paragraf 9
Zona Campuran

Pasal 30

Zona C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i
dengan luas 215,86 (dua ratus lima belas koma
delapan enam) hektare berupa Sub-Zona Campuran
Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2.
Sub-zona C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan luas 215,86 (dua ratus lima belas koma
delapan enam) hektare, terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.5, Blok
A.10, Blok A.12, Blok A.13, Blok A.22 dan Blok
A.23;

b. SWP B pada Blok B.2, Blok B.4 dan Blok B.5,

c. SWP C pada Blok C.1 dan SWP C.4; dan

d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.14 dan Blok D.18.

Paragraf 10
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 31

Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j
dengan luas 125,52 (seratus dua puluh lima koma lima
dua) hektare, meliputi:




(2)

(3)

(4)

A

a. Sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dengan

kode K-1;

b. Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan
kode K-2; dan

c. Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan
kode K-3.

Sub-zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dengan luas 0,98 (nol koma sembilan delapan)
hektare terdapat di SWP C pada Blok C.2.

Sub-zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dengan luas 54,91 (lima puluh empat koma

sembilan satu) hektare terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.7, Blok A.13, Blok A.14, Blok
A.20, Blok A.22 dan Blok A.23; dan

b. SWP D pada Blok D.1.

Sub-zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ dengan luas 69,63 (enam puluh sembilan koma

enam tiga) hektare terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.5, Blok A.6, Blok
A.11, Blok A.12, Blok A.13, Blok A.18, Blok A.21
dan Blok A.22

. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5;

c. SWP C pada Blok C.3 dan Blok C.6;

d. SWP D pada Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok
D.9 dan Blok D.13; dan

e. SWP E pada Blok E.1.

Paragraf 11
Zona Perkantoran

Pasal 32

Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k
dengan luas 12,72 (dua belas koma tujuh dua) hektare
terdapat di:

a.

b.

C.

SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.8, Blok A.11,
Blok A.12, Blok A.13, Blok A.18 dan Blok A.22;

SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.5;
SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.4;

SWP D pada Blok D.3, Blok D.5, Blok D.10 dan Blok
D.14; dan

SWP E pada Blok E.1.
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Paragraf 12
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 33

(1) Zona PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hurufl
dengan luas 49,01 (empat puluh sembilan koma nol
satu) hektare, meliputi:

a. Sub-zona IPAM dengan kode PL-3;
b. Sub-zona IPAL dengan kode PL-4; dan
c. Sub-zona Pergudangan dengan kode PL-6.

(2) Sub-zona PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dengan luas 6,21 (enam koma dua satu)
hektare terdapat di SWP D pada Blok D.18.

(3) Sub-zona PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dengan luas 3,44 (tiga koma empat empat)
hektare terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.10; dan
b. SWP D pada Blok D.18.

(4) Sub-zona PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dengan luas 39,36 (tiga puluh sembilan koma
tiga enam) hektare terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.15 dan Blok A.18;
b. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3; dan
c. SWP D pada Blok D.14 dan Blok D.15.

Paragraf 13
Zona Transportasi

Pasal 34

Zona TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf m
dengan luas 111,42 (seratus sebelas koma empat dua)
hektare terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.22;

b. SWP B pada Blok B.2; dan

c. SWP C pada Blok C.4.

Paragraf 14
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

Zona HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf n

dengan luas 5,46 (lima koma empat enam) hektare terdapat

di:

a. SWP B pada Blok B.2 berupa Kantor Polisi Resor Nagan
Raya Sektor Kuala Pesisir; dan




b.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
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SWP C pada Blok C.4 berupa Detasemen TNI AU Nagan
Raya.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam
mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola
Ruang sesuai dengan RDTR Kecamatan Kuala Pesisir.
Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan

b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi KKPR

Pasal 37

Pelaksanaan konfirmasi KKPR di WP Kecamatan Kuala
Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)
huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 38

Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b disusun
berdasarkan indikasi program utama lima tahunan;
Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.




BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf e meliputi:

a. aturan dasar; dan/atau

b. teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 40

Aturan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf
a meliputi:

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;

ketentuan tata bangunan;

ketentuan prasarana dan sarana minimal;

ketentuan khusus; dan

ketentuan pelaksanaan.
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Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 41

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a terdiri
atas:

a. Kklasifikasi 5 merupakan pemanfaatan
diperbolehkan /diizinkan,;

b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat
secara terbatas;

c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat
tertentu; dan/atau

d. Kklasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak
diperbolehkan.
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Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang

diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan

pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan
rencana peruntukan ruang.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang

bersyarat secara terbatas dengan Klasifikasi T

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan

yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk
pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan
di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka
waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan
tertentu yang diusulkan dengan kode T1;

b. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang, baik
KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun TB,
dengan menurunkan nilai maksimal dan
meninggikan nilai minimum dari intensitas ruang
dalam peraturan zonasi dengan kode T2;

c. pembatasan jumlah pemanfaatan dan jarak
dengan peruntukan lainnya, jika pemanfaatan
yang diusulkan telah ada mampu melayani
kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan,
maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan
atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan
khusus (jarak dengan kegiatan sejenis) dengan
kode T3;

d. pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan
luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-
Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk
tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang
di sekitarnya dengan kode T4; dan

e. pembatasan skala usaha, diperuntukkan hanya
untuk kegiatan berusaha maksimum untuk
usaha kecil menengah yang diusahakan oleh
perorangan/kelompok masyarakat dengan jumlah
pekerja kurang dari atau sama dengan 15 orang
dengan kode T5.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang

bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan kategori
kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan
persyaratan-persyaratan tertentu, sebagai berikut:
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a. diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian
lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan
yang berlaku (Amdal/UKL-UPL), Analisis Dampak
Lalu Lintas dan wajib memenuhi persyaratan
hasil kajian lingkungan hidup sesuai
rekomendasi dinas terkait dengan kode B1;

b. diizinkan dengan syarat wajib melalui penilaian
dari tim penilai ahli atau dinas penyelenggara
bangunan gedung, serta dilengkapi dengan
jumlah rencana kapasitas pengguna atau
pengunjung dengan kode B2;

c. dizinkan dengan syarat wajib memenuhi
persyaratan teknis tambahan yang diterbitkan
oleh instansi dan/atau dinas terkait dengan kode

B3; dan
d. diizinkan dengan syarat wajib menyediakan
prasarana/infrastruktur lainnya (parkir,

pengelolaan  sampah, pengolahan  limbah,
pengolahan air bersih) dengan kode B4.

(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak
diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan
dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai
dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan
dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi
lingkungan dan sekitarnya.

(6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. zona lindung; dan
b. 2zona budi daya.

(7) zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

huruf a, meliputi:

a. zona badan air (BA);

b. zona perlindungan setempat (PS); dan

c. zona ruang terbuka hijau (RTH), meliputi:
1. sub-zona taman kota (RTH-2);
2. sub-zona taman kecamatan (RTH-3);
3. sub-zona taman kelurahan (RTH-4);
4. sub-zona pemakaman (RTH-7); dan
5. sub-zona jalur hijau (RTH-8).

(8) zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

huruf b, meliputi:

a. zona badan jalan (BJ);

b. zona pertanian (P), meliputi:
1. sub-zona tanaman pangan (P-1);
2. sub-zona hortikultura (P-2); dan
3. sub-zona perkebunan (P-3).
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c. zona perikanan (IK), meliputi:
1. sub-zona perikanan tangkap (IK-1); dan
2. sub-zona perikanan budi daya (IK-2).
zona pembangkitan tenaga listrik (PTL);
zona kawasan peruntukan industri (KPI);
zona pariwisata (W);
zona perumahan (R), meliputi:
1. sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
2. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3);
dan
3. sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
h. 2zona sarana pelayanan umum (SPU), meliputi:
1. sub-zona spu skala kecamatan (SPU-2); dan
2. sub-zona spu skala kelurahan (SPU-3).
i. zona campuran (c) berupa sub-zona campuran
intensitas menengah/sedang (C-2);

® ™o o

j. zona perdagangan dan jasa (K), meliputi:

1. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-
1);
2. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2);
dan
3. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-
3).
k. zona perkantoran (KT);
1. zona peruntukan lainnya (PL), meliputi:
1. sub-zona IPAM (PL-3);
2. sub-zona IPAL (PL-4); dan
3. sub-zona pergudangan (PL-6).
m. zona transportasi (TR); dan
n. zona pertahanan dan keamanan (HK).
Ketentuan mengenai Kegiatan dan Penggunaan Lahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:
a. KDB maksimum;

b. KLB maksimum;
c. KDH minimal; dan
d. luas kaveling minimal bidang tanah.
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Luas kaveling minimal bidang tanah, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterapkan pada Zona

Perumahan (R) meliputi:

a. Luas kaveling minimal bidang tanah pada Sub-
Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) seluas 60
m? (enam puluh meter persegi)

b. Luas kaveling minimal bidang tanah pada Sub-
Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) seluas
120 m? (seratus dua puluh meter persegi); dan

c. luas kaveling minimal bidang tanah pada Sub-
Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) seluas
160 m? (seratus enam puluh meter persegi).

Ketentuan mengenai Intensitas Pemanfaatan Ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran XVII.L1 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 43

Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 huruf ¢ meliputi:

TB maksimum,;

GSB minimum;

JBS;

JBB minimum; dan

Tampilan bangunan.

Ketentuan mengenai Tata Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
XVIL.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

©opoop

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 44

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 huruf d mengatur jenis
prasarana dan sarana pendukung minimal pada setiap
Zona.




(2)

(3)
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Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan
dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan
lingkungan yang nyaman melalui penyediaan
prasarana dan saran yang sesuai agar Zona berfungsi
secara optimal.

Ketentuan mengenai prasarana dan sarana minimal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran XVII.3 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 45

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
huruf e terdiri atas:
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(1)

(2)

KKOP;

LP2B;

Kawasan Rawan Bencana;

Tempat Evakuasi Bencana;

Kawasan Sempadan; Dan

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 46

KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a,
meliputi:
kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
kawasan di bawah permukaan kerucut;
kawasan di bawah permukaan transisi;
kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan; dan
g. permukaan utama.
Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. sub-zona badan air (BA) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.4 dan Blok A.9;

2. SWP B pada Blok B.2;

3. SWP C pada Blok C.7; dan

4. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.
b. sub-zona perlindungan setempat (PS) terdapat di:

1. SWP B pada Blok B.2;

2. SWP C pada Blok C.7; dan

3. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.

Moo oe
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sub-zona taman kota (RTH-2) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.4 dan Blok A.9;

2. SWP C pada Blok C.7; dan

3. SWP E pada Blok E.1.

sub-zona taman kecamatan (RTH-3) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1; dan

2. SWP B pada Blok B.2.

sub-zona taman kelurahan (RTH-4) terdapat di

SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5;

sub-zona pemakaman (RTH-7) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.4; dan

2. SWP B pada Blok B.2.
sub-zona jalur hijau (RTH-8) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.7; dan

2. SWP B pada Blok B.1.

sub-zona badan jalan (BJ) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok
A4, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9 dan Blok
A.11;

2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok
B.4, Blok B.5 dan Blok B.6;

3. SWP C pada Blok C.6 dan Blok C.7; dan

4. SWP E pada Blok E.1, Blok E.2 dan Blok E.3.

sub-zona tanaman pangan (P-1) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.7 dan
Blok A.8;

2. SWP C pada Blok C.6 dan Blok C.7; dan

3. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.

sub-zona hortikultura (P-2) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.8 dan Blok A.9;

2. SWP C pada Blok C.7; dan

3. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.

sub-zona perkebunan (P-3) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.7 dan Blok A.8;

2. SWP B pada Blok B.5 dan Blok B.6;

3. SWP C pada Blok C.6 dan Blok C.7; dan

4. SWP E pada Blok E.1, Blok E.2 dan Blok E.3.

sub-zona perikanan budi daya (IK-2) terdapat di

SWP B pada Blok B.2;

sub-zona pembangkit tenaga listrik (PTL) terdapat

di SWP B pada Blok B.1;

sub-zona kawasan peruntukan industri (KPI)

terdapat di SWP B pada Blok B.2, Blok B.3 dan

Blok B.4,

sub-zona pariwisata (W) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.4 dan Blok A.9; dan

2. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5.
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sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3)
terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4 dan
Blok A.7; dan
2. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5.
sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4)
terdapat di:
1. SWP C pada Blok C.6 dan Blok C.7; dan
2. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.
sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4 dan
Blok A.7;
2. SWP B pada Blok B.2;
3. SWP C pada Blok C.6 dan Blok C.7; dan
4. SWP E pada Blok E. 1.
sub-zona campuran intensitas menengah/sedang
(C-2) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2; dan
2. SWP B pada Blok B.2, Blok B.4 dan Blok B.5.
sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3)
terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.11;
2. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5;
3. SWP C pada Blok C.6; dan
4. SWP E pada Blok E. 1.
sub-zona perkantoran (KT) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3;
2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan
Blok B.5; dan
3. SWP E pada Blok E.1.
sub-zona transportasi (TR) terdapat di SWP B pada
Blok B.2; dan
Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
terdapat di SWP B pada Blok B.2.

Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a.

sub-zona badan air (BA) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.8, Blok A.l4,
Blok A.16, Blok A.18, Blok A.19, Blok A.21 dan
Blok A.22;

2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.4 dan Blok C.5;
dan

3. SWP D pada Blok D.12, Blok D.16, Blok D.17
dan Blok D.18.
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sub-zona perlindungan setempat (PS) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.8, Blok A.14,
Blok A.16, Blok A.18, Blok A.19, Blok A.21 dan
Blok A.22;

2. SWP C pada Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5 dan
Blok C.7; dan

3. SWP D pada Blok D.16, Blok D.17 dan Blok
D.18.

sub-zona taman kecamatan (RTH-3) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.5 dan Blok A.13; dan
2. SWP D pada Blok D.8.
sub-zona taman kelurahan (RTH-4) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.12 dan Blok A.15;
2. SWP C pada Blok C.4; dan
3. SWP D pada Blok D.4 dan Blok D.5.
sub-zona pemakaman (RTH-7) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.6, Blok A.7, Blok A.18 dan

Blok A.22;

2. SWP C pada Blok C.3 dan Blok C.5; dan

3. SWP D pada Blok D.2, Blok D.6, Blok D.7, Blok
D.10, Blok D.11, Blok D.13, Blok D.14 dan
Blok D.16.

sub-zona jalur hijau (RTH-8) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.14, Blok A.15 dan Blok
A.22; dan

2. SWP D pada Blok D.2, Blok D.6, Blok D.8, Blok
D.9 dan Blok D.12.

sub-zona badan jalan (BJ) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.5, Blok A.6, Blok
A.7, Blok A.8, Blok A.11, Blok A.12, Blok A.13,
Blok A.14, Blok A.15, Blok A.16, Blok A.17,
Blok A.18, Blok A.19, Blok A.20, Blok A.21,
Blok A.22 dan Blok A.23;

SWP B pada Blok B.5;

3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6 dan Blok C.7; dan

4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok
D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.8,
Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12,
Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16,
Blok D.17, Blok D.18 dan Blok E.19.

sub-zona tanaman pangan (P-1) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.8, Blok A.14,
Blok A.16, Blok A.18, Blok A.19, Blok A.20,
Blok A.21, Blok A.22 dan Blok A.23;

2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5 dan
Blok C.6; dan

e
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3. SWP D pada Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok
D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.15
dan Blok D.18.
i. sub-zona hortikultura (P-2) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.8, Blok A.14 dan
Blok A.16;

2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5 dan
Blok C.7; dan

3. SWP D pada Blok D.3, Blok D.16 dan Blok
D17,

j.  sub-zona perkebunan (P-3) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.8, Blok A.14,
Blok A.16, Blok A.17, Blok A.18 dan Blok A.19;

2. SWP C pada Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6;
dan

3. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok
D.9, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok
D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok
D.18 dan Blok D.19;

k. sub-zona kawasan peruntukan industri (KPI)
terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.14, Blok A.16 dan Blok
A.19; dan
2. SWP D pada Blok D.9 dan Blok D.18.

1. sub-zona pariwisata (W) terdapat di SWP C pada
Blok C.2 dan Blok C.4;

m. sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2)
terdapat di SWP D pada Blok D.3, Blok D.4, Blok
D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok
D.10, Blok D.11, Blok D.13 dan Blok D.14;

n. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3)
terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.5, Blok A.6, Blok
A.7, Blok A.11, Blok A.12, Blok A.13, Blok
A.14, Blok A.15, Blok A.16, Blok A.17, Blok
A.18, Blok A.19, Blok A.20, Blok A.21, Blok
A.22 dan Blok A.23;

. SWP C pada Blok C.3 dan Blok C.4; dan
3. SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok

D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.9, Blok D.15
dan Blok D.16.

o. sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4)
terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.8 dan Blok A.15; dan

2. SWP C pada Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok

C.6 dan Blok C.7.

]
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sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) terdapat
di:

1. SWP A pada Blok A.13 dan Blok A.23; dan

2. SWP D pada Blok D.3 dan Blok D.14.
sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8, Blok

A.11, Blok A.12, Blok A.13, Blok A.15, Blok
A.18 dan Blok A.22;

2. SWP C pada Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5;

dan
3. SWP D pada Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6, Blok
D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.13,
Blok D.14 dan Blok D.16.

sub-zona campuran intensitas menengah/sedang

(C-2) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.5, Blok A.12, Blok A.13,
Blok A.22 dan Blok A.23;

2. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.4; dan

3. SWP D pada Blok D.1, Blok D.14 dan Blok
D.18.
sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2)
terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.13, Blok A.14,
Blok A.20, Blok A.22 dan Blok A.23; dan

2. SWP D pada Blok D.1.
sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3)
terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.5, Blok A.6, Blok
A.11, Blok A.12, Blok A.13, Blok A.18, Blok
A.21 dan Blok A.22;

SWP B pada Blok B.5;

SWP C pada Blok C.3; dan

4. SWP D pada Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok
D.9 dan Blok D.13.

sub-zona perkantoran (KT) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.11, Blok A.12, Blok A.13,
Blok A.18 dan Blok A.22;

2. SWP C pada Blok C.4; dan

3. SWP D pada Blok D.3, Blok D.5, Blok D.10 dan
Blok D.14.

sub-zona IPAL (PL-4) terdapat di SWP D pada Blok

D.18;

sub-zona pergudangan (PL-6) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.15 dan Blok A.18;

2. SWP C pada Blok C.3; dan
3. SWP D pada Blok D.14 dan Blok D.15.

w
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X. sub-zona transportasi (TR) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.22; dan
2. SWP C pada Blok C.4.

(4) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan
horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, meliputi:

a. sub-zona badan jalan (BJ) terdapat di:
1. SWP B pada Blok B.3, Blok B.7 dan Blok B.8;
2. SWP D pada Blok D.19; dan
3. SWP E pada Blok E.2 dan Blok E.3.
b. sub-zona perkebunan (P-3) terdapat di:
1. SWP B pada Blok B.7 dan Blok B.8;
2. SWP D pada Blok D.19; dan
3. SWP E pada Blok E.2 dan Blok E.3.
c. sub-zona kawasan peruntukan industri (KPI)
terdapat di SWP B pada Blok B.3 dan Blok B.8.
(5) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. sub-zona badan air (BA) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.16; dan
2. SWP D pada 1.D.17 dan Blok D.18.
b. sub-zona perlindungan setempat (PS) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.16; dan
2. SWP D pada Blok D.17 dan Blok D.18.
c. sub zona taman kota (RTH-2) terdapat di SWP A
pada Blok A.16;
d. sub-zona taman kecamatan (RTH-3) terdapat di
SWP A pada Blok A.16;
e. sub-zona taman kelurahan (RTH-4) terdapat di
SWP B pada Blok B.5;
f. sub-zona jalur hijau (RTH-8) terdapat di SWP D
pada Blok D.12;
g. sub-zona badan jalan (BJ) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.11, Blok A.16 dan Blok
AT
2. SWP B pada Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok
B.6, Blok B.7 dan Blok B.8;
3. SWP C pada Blok C.6;
4. SWP D pada Blok D.5, Blok D.12, Blok D.17,
Blok D.18 dan Blok D.19; dan
5. SWP E pada Blok E.2 dan Blok E.3.

h. sub-zona tanaman pangan (P-1) terdapat di SWP A
pada Blok A.16;

i. sub-zona hortikultura (P-2) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.16;
2. SWP B pada Blok B.5; dan
3. SWP D pada Blok D.18
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sub-zona perkebunan (P-3) terdapat di

1. SWP A pada Blok A.16 dan Blok A.17;

2. SWP B pada Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7 dan
Blok B.8;

3. SWP C pada Blok C.6;

4. SWP D pada Blok D.12, Blok D.17, Blok D.18
dan Blok D.19; dan

5. SWP E pada Blok E.2 dan Blok E.3.

sub-zona kawasan peruntukan industri (KPI)

terdapat di:

1. SWP B pada Blok B.3 dan Blok A.4; dan

2. SWP D pada Blok D.18.

sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2)

terdapat di SWP D pada Blok D.5;

sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3)

terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.11, Blok A.16 dan Blok
A.17;

2. SWP B pada Blok B.5; dan

3. SWP D pada Blok D.5.

sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3)

terdapat di SWP B pada Blok B.5;

sub-zona perkantoran (KT) terdapat di SWP B pada

Blok B.5; dan

sub-zona IPAM (PL-3) terdapat di SWP D pada Blok

D.18.

Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a.

sub-zona badan air (BA) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.8, Blok A.10 dan Blok A.22;
dan
2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok
C.5 dan Blok C.7.
sub-zona perlindungan setempat (PS) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.10 dan Blok A.22; dan
2. SWP C pada Blok C.2, Blok C.4 dan Blok C.7.
sub-zona pemakaman (RTH-7) terdapat di SWP C
pada Blok C.7;
sub-zona jalur hijau (RTH-8) terdapat di SWP C
pada Blok C.4;
sub-zona badan jalan (BJ) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.22; dan
2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok
C.4, Blok C.5 dan Blok C.7.
sub-zona tanaman pangan (P-1) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.22 dan Blok A.23; dan
2. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.4.
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sub-zona hortikultura (P-2) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.8; dan

2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4 dan

Blok C.7.

sub-zona perkebunan (P-3) terdapat di SWP C
pada Blok C.4;

sub-zona perikanan tangkap (IK-1) terdapat di
SWP A pada Blok A.22;
sub-zona perikanan budi daya (IK-2) terdapat di
SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.7;
sub-zona pariwisata (W) terdapat di SWP C pada
Blok C.2 dan Blok C.4;
sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3)
terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.22; dan

2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.3 dan Blok C.4.
sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4)
terdapat di SWP C pada Blok C.2, Blok C.4, Blok
C.5 dan Blok C.7;
sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.22; dan

2. SWP C pada Blok C.3 dan Blok C.4.
sub-zona campuran intensitas menengah/sedang
(C-2) terdapat di SWP C pada Blok C.1 dan Blok
C.4;

sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2)
terdapat di SWP A pada Blok A.22;

sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3)
terdapat di SWP C pada Blok C.3;

sub-zona perkantoran (KT) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.22; dan

2. SWP C pada Blok C.4.

sub-zona transportasi (TR) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.22; dan

2. SWP C pada Blok C.4.

sub-zona pertahanan dan keamanan (HK) terdapat
di SWP C pada Blok C.4;

Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:

sub-zona badan air (BA) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10 dan
Blok A.22; dan

2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4 dan
Blok C.7.

sub-zona perlindungan setempat (PS) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.8, Blok A.10 dan Blok A.22;
dan
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2. SWP C pada Blok C.2, Blok C.4 dan Blok C.7.
sub-zona taman kota (RTH-2) terdapat di SWP A
pada Blok A.9 dan Blok A.10;
sub-zona taman kelurahan (RTH-4) terdapat di
SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2;
sub-zona pemakaman (RTH-7) terdapat di SWP C
pada Blok C.1 dan Blok C.2;
sub-zona badan jalan (BJ) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10 dan
Blok A.22; dan

2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6 dan Blok C.7.

sub-zona tanaman pangan (P-1) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.8, Blok A.9 dan Blok A.10;

dan

2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.4 dan Blok C.5.
sub-zona hortikultura (P-2) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.8, Blok A.9 dan Blok A.10;

dan

2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4 dan

Blok C.7.
sub-zona perkebunan (P-3) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.8; dan
2. SWP C pada Blok C.4 dan Blok C.7.
sub-zona perikanan tangkap (IK-1) terdapat di
SWP A pada Blok A.22;
sub-zona perikanan budi daya (IK-2) terdapat di
SWP C pada Blok C.2;
sub-zona pariwisata (W) terdapat di SWP A pada
Blok A.9 dan Blok A.10;
sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3)
terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.22; dan
2. SWP C pada Blok C.1.
sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4)
terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.8 dan Blok A.10; dan

2. SWP C pada Blok C.2, Blok C.5, Blok C.6 dan

Blok C.7.
sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.8 dan Blok A.22; dan

2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok
C.6 dan Blok C.7.
sub-zona campuran intensitas menengah/sedang

(C-2) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.10; dan

2. SWP C pada Blok C.1.
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q. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1)
terdapat di SWP C pada Blok C.2;

r. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2)
terdapat di SWP A pada Blok A.22;

S. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3)
terdapat di SWP C pada Blok C.6;

t. sub-zona perkantoran (KT) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.8; dan
2. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.4.

u. sub-zona IPAL (PL-4) terdapat di SWP A pada Blok
A.10;

v. sub-zona pergudangan (PL-6) terdapat di SWP C
pada Blok C.2; dan

w. sub-zona transportasi (TR) terdapat di SWP C pada
Blok C.4.

Permukaan utama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf g meliputi:

a. sub-zona badan jalan (BJ) terdapat di SWP C pada
Blok C.4;

b. sub-zona transportasi (TR) terdapat di SWP C pada
Blok C.4; dan

c. sub-zona pertahanan dan keamanan (HK) terdapat
di SWP C pada Blok C.4.

kawasan keselamatan operasi penerbangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

sebagai berikut:

a. pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan
kawasan keselamatan operasi penerbangan dan
Rencana Induk Bandar Udara Cut Nyak Dhien.

Ketentuan khusus mengenai KKOP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta

dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran

XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b,

meliputi:

a. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
dan

b. lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat

di sub-zona tanaman pangan (P-1) di:
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a. SWP A pada Blok A.22 dan Blok A.23; dan

b. SWP C pada Blok C.1.

Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di sub-zona

tanaman pangan (P-1) di:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.7, Blok A.8,
Blok A.9, Blok A.10, Blok A.14, Blok A.16, Blok
A.18, Blok A.19, Blok A.20, Blok A.21 dan Blok
A.23;

b. SWP C pada Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6
dan Blok C.7,;

¢c. SWP D pada Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok
D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.15 dan
Blok D.18; dan

d. SWPE pada Blok E.1 dan Blok E.2.

Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai
LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan,
kecuali dalam hal untuk kepentingan umum
dan/atau proyek strategis nasional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pemanfaatan LP2B dilakukan dengan menjamin
konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

c. pengalihfungsian LP2B untuk kepentingan umum
dan/atau proyek strategis nasional dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan khusus mengenai LP2B sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta

dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail

informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIX

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 58 huruf ¢, meliputi:

a. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat
tinggi;

b. kawasan rawan bencana gelombang ekstrem dan
abrasi tingkat tinggi;
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c. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi;

d. kawasan rawan bencana cuaca ekstrem tingkat
tinggi;

e. kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat
tinggi;

f. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;

g. kawasan rawan bencana likuifaksi tingkat tinggi;
dan

h. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan
lahan tingkat tinggi.

(2) Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. sub-zona taman kota (RTH-2) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.4, Blok A.9, Blok A.10 dan
Blok A.16;
2. SWP C pada Blok C.7; dan
3. SWPE pada Blok E.1
b. sub-zona taman kecamatan (RTH-3) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.5, Blok A.13 dan
Blok A.16;
2. SWP B pada Blok B.2; dan
3. SWP D pada Blok D.8.
c. sub-zona taman kelurahan (RTH-4) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.12 dan Blok A.15;
2. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5;
3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.4;
dan
4. SWP D pada Blok D.4 dan Blok D.5.
d. sub-zona pemakaman (RTH-7) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.4, Blok A.6, Blok A.7, Blok
A.18 dan Blok A.22;
2. SWP B pada Blok B.Z;
3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok
C.5 dan Blok C.7; dan
4. SWP D pada Blok D.2, Blok D.6, Blok D.7, Blok
D.10, Blok D.11, Blok D.13, Blok D.14 dan
Blok D.16.
e. sub-zona jalur hijau (RTH-8) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.14, Blok A.15 dan
Blok A.22;
2. SWP B pada Blok B.1;
3. SWP C pada Blok C.4; dan
4. SWP D pada Blok D.2, Blok D.6, Blok D.8, Blok
D.9 dan Blok D.12.
f. sub-zona badan jalan (BJ) terdapat di:
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. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok

A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8,
Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, Blok
A.13, Blok A.14, Blok A.15, Blok A.16, Blok
A.17, Blok A.18, Blok A.19, Blok A.20, Blok
A.21, Blok A.22 dan Blok A.23;

. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok

B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7 dan Blok B.8;

. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok

C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7;

. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok

D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.8,
Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12,
Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16,
Blok D.17, Blok D.18 dan Blok D.19; dan

SWP E pada Blok E.1, Blok E.2 dan Blok E.3.

g. sub-zona tanaman pangan (P-1) terdapat di:

1:

4.

SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.7, Blok
A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.14, Blok A.16,
Blok A.18, Blok A.19, Blok A.20, Blok A.21,
Blok A.22 dan Blok A.23;

. SWP C pada Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5, Blok

C.6 dan Blok C.7;

. SWP D pada Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok

D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.15
dan Blok D.18; dan
SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.

h. sub-zona hortikultura (P-2) terdapat di:

L,

2.
3.

4.

S.

SWP A pada Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok
A.10, Blok A.14 dan Blok A.16;

SWP B pada Blok B.5;

SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok
C.5 dan Blok C.7; dan

SWP D pada Blok D.3, Blok D.16, Blok D.17
dan Blok D.18; dan

SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.

i. sub-zona perkebunan (P-3) terdapat di:

1.

2.

3.

SWP A pada Blok A.7, Blok A.8, Blok A.14,
Blok A.16, Blok A.17, Blok A.18 dan Blok A.19;
SWP B pada Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7 dan
Blok B.8;

SWP C pada Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan
Blok C.7;

SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok
D.9, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok
D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok
D.18 dan Blok D.19; dan
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5. SWP E pada Blok E.1, Blok E.2 dan Blok E.3.
sub-zona perikanan tangkap (IK-1) terdapat di
SWP A pada Blok A.22;

sub-zona perikanan budi daya (IK-2) terdapat di:

1. SWP B pada Blok B.2; dan

2. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.7.

sub-zona pembangkit tenaga listrik (PTL) terdapat
di SWP B pada Blok B.1;

sub-zona kawasan peruntukan industri (KPI)
terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.14, Blok A.16 dan Blok
A.19;

2. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan
Blok B.8; dan

3. SWP D pada Blok D.9 dan Blok D.18.

sub-zona pariwisata (W) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.4, Blok A.9 dan Blok A.10;

2. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5; dan

3. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.4.

sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2)
terdapat di SWP D pada Blok D.3, Blok D.4, Blok
D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok
D.10, Blok D.11, Blok D.13 dan Blok D.14;
sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3)
terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok
A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.11, Blok A.12,
Blok A.13, Blok A.14, Blok A.15, Blok A.16,
Blok A.17, Blok A.18, Blok A.19, Blok A.20,
Blok A.21, Blok A.22 dan Blok A.23;

2. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5;

3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.3 dan Blok C.4;
dan

4, SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok
D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.9, Blok D.15
dan Blok D.16.

sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4)

terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.8, Blok A.10 dan Blok A.15;

2. SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6 dan Blok C.7; dan

3. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.

sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) terdapat

di:

1. SWP A pada Blok A.13 dan Blok A.23; dan

2. SWP D pada Blok D.3 dan Blok D.14.
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sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok
A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.11,
Blok A.12, Blok A.13, Blok A.15, Blok A.18 dan
Blok A.22;

. SWP B pada Blok B.2;

3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok
C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7;

4. SWP D pada Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6, Blok
D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.13,
Blok D.14, dan Blok D.16; dan

5. SWP E pada Blok E.1.

sub-zona campuran intensitas menengah/sedang

(C-2) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.5, Blok
A.10, Blok A.12, Blok A.13, Blok A.22 dan Blok
A.23;

2. SWP B pada Blok B.2, Blok B.4 dan Blok B.5;

3. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.4; dan

4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.14 dan Blok
D.18.

sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1)

terdapat di SWP C pada Blok C.2;

sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2)

terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.13, Blok A.14,
Blok A.20, Blok A.22 dan Blok A.23; dan

2. SWP D pada Blok D.1.

sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3)

terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.5, Blok A.6, Blok
A.11, Blok A.12, Blok A.13, Blok A.18, Blok
A.21 dan Blok A.22;

2. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5;

3. SWP C pada Blok C.3 dan Blok C.6;

4. SWP D pada Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok
D.9 dan Blok D.13; dan

5. SWP E pada Blok E.1.

sub-zona perkantoran (KT) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.8, Blok
A.11, Blok A.12, Blok A.13, Blok A.18 dan Blok
A.22;

2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan

Blok B.5;

SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.4;

4. SWP D pada Blok D.3, Blok D.5, Blok D.10 dan
Blok D.14; dan

>}
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5. SWP E pada Blok E. 1.
y. sub-zona IPAM (PL-3) terdapat di SWP D pada Blok
D.18:;
z. sub-zona IPAL (PL-4) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.10; dan
2. SWP D pada Blok D.18.
aa. sub-zona pergudangan (PL-6) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.15 dan Blok A.18;
2. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3; dan
3. SWP D pada Blok D.14 dan Blok D.15.
bb. sub-zona transportasi (TR) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.22;
2. SWP B pada Blok B.2; dan
3. SWP C pada Blok C.4.
cc. sub-zona pertahanan dan keamanan (HK) terdapat
di:
1. SWP B pada Blok B.2; dan
2. SWP C pada Blok C.4.

(3) Kawasan rawan bencana gelombang ekstrem dan abrasi
tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, meliputi:

a. sub-zona badan jalan (BJ) terdapat di SWP E pada
Blok E.1;

b. sub-zona tanaman pangan (P-1) terdapat di SWP C
pada Blok C.4;

c. sub-zona hortikultura (P-2) terdapat di:

1. SWP C pada Blok C.4 dan Blok C.7; dan

2. SWP E pada Blok E.1.

d. sub-zona perkebunan (P-3) terdapat di SWP E
pada Blok E. 1.

(4) Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi:
a. sub-zona taman kota (RTH-2) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.4, Blok A.9, Blok A.10 dan
Blok A.16;
2. SWP C pada Blok C7; dan
3. SWP E pada Blok E.1.
b. sub-zona taman kecamatan (RTH-3) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.5, Blok A.13 dan
Blok A.16; dan
2. SWP B pada Blok B.2.
c. sub-zona taman kelurahan (RTH-4) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.7, dan Blok A.15;
2. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5; dan
3. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2.
d. sub-zona pemakaman (RTH-7) terdapat di:
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1. SWP A pada Blok A.4, Blok A.6, Blok A.7 dan
Blok A.22;
2. SWP B pada Blok B.2; dan
3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.5 dan
Blok C.7.
e. sub-zona jalur hijau (RTH-8) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.14, Blok A.15 dan
Blok A.22;
2. SWP B pada Blok B.1; dan
3. SWP D pada Blok D.2.
f. sub-zona badan jalan (BJ) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok
A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8,
Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.13, Blok
A.14, Blok A.15, Blok A.16, Blok A.17, Blok
A.18, Blok A.19, Blok A.20, Blok A.21, Blok
A.22 dan Blok A.23;
2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok
B.4, Blok B.5 dan Blok B.6;
3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6 dan Blok C.7;
4, SWP D pada Blok D.2 dan Blok D.3; dan
5. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.
g. sub-zona tanaman pangan (P-1) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.7, Blok
A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.14, Blok A.16,
Blok A.18, Blok A.19, Blok A.20, Blok A.21,
Blok A.22 dan Blok A.23;
2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5 dan
Blok C.7;
3. SWP D pada Blok D.3; dan
4. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.
h. sub-zona hortikultura (P-2) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok
A.10, Blok A.14 dan Blok A.16;
2. SWP B pada Blok B.5;
3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok
C.5 dan Blok C.7;
4. SWP D pada Blok D.3; dan
5. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.
i. sub-zona perkebunan (P-3) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.8, Blok A.14,
Blok A.16, Blok A.17, Blok A.18 dan Blok A.19;
SWP B pada Blok B.5 dan Blok B.6;

SWP C pada Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.7;
SWP D pada Blok D.2 dan Blok D.3; dan
SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.

U ol
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sub-zona perikanan tangkap (IK-1) terdapat di

SWP A pada Blok A.22;

sub-zona perikanan budi daya (IK-2) terdapat di:

1. SWP B pada Blok B.2; dan

2. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.7.

sub-zona pembangkit tenaga listrik (PTL) terdapat

di SWP B pada Blok B.1;
sub-zona kawasan peruntukan industri (KPI)
terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.14, Blok A.16 dan Blok
A.19; dan

2. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4.

sub-zona pariwisata (W) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.4, Blok A.9 dan Blok A.10;

2. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5; dan

3. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.4.

sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3)
terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok
A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.11, Blok A.13,
Blok A.14, Blok A.15, Blok A.16, Blok A.17,
Blok A.18, Blok A.19, Blok A.20, Blok A.21,
Blok A.22 dan Blok A.23;

2. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5;

3. SWP C pada Blok C.1; dan

4. SWP D pada Blok D.3.

sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4)
terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.8, Blok A.10 dan Blok A.15;

2. SWP C pada Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5 dan
Blok C.7; dan

3. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.

sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) terdapat di

SWP A pada Blok A.13.

sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok
A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.15,
Blok A.18 dan Blok A.22;

2. SWP B pada Blok B.2;

3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok
C.6 dan Blok C.7; dan

4. SWP E pada Blok E. 1.

sub-zona campuran intensitas menengah/sedang

(C-2) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.5, Blok
A.10, Blok A.13 dan Blok A.22;
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2. SWP B pada Blok B.2, Blok B.4 dan Blok B.5;
dan
3. SWP C pada Blok C.1.
sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1)
terdapat di SWP C pada Blok C.2;
sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2)
terdapat di SWP A pada Blok A.7, Blok A.13, Blok
A.14, Blok A.20 dan Blok A.22;
sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3)
terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.6, Blok A.11,
Blok A.13, Blok A.18, Blok A.21 dan Blok A.22;
2. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5;
3. SWP D pada Blok D.3; dan
4. SWP E pada Blok E. 1.
sub-zona perkantoran (KT) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.8, Blok
A.13, Blok A.18 dan Blok A.22;
2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan
Blok B.5;
3. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.4; dan
4, SWP E pada Blok E. 1.
sub-zona IPAL (PL-4) terdapat di SWP A pada Blok
A.10;
sub-zona pergudangan (PL-6) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.15; dan
2. SWP C pada Blok C.2.
sub-zona transportasi (TR) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.22;
2. SWP B pada Blok B.2; dan
3. SWP C pada Blok C.4.

aa. sub-zona pertahanan dan keamanan (HK) terdapat

di SWP B pada Blok B.2.

Kawasan rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

sub-zona taman kota (RTH-2) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.4, Blok A.9, Blok A.10 dan
Blok A.16;

2. SWP C pada Blok C.7; dan

3. SWP E pada Blok E.1.

sub-zona taman kecamatan (RTH-3) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.5, Blok A.13 dan
Blok A.16;

2. SWP B pada Blok B.2; dan

3. SWP D pada Blok D.8.
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d.

e.

g.
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sub-zona taman kelurahan (RTH-4) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.12 dan Blok A.15;

2. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5;

3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.4;
dan

4. SWP D pada Blok D.4 dan Blok D.5.

sub-zona pemakaman (RTH-7) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.4, Blok A.6, Blok A.7, Blok
A.18 dan Blok A.22;

. SWP B pada Blok B.2;

3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok
C.5 dan Blok C.7; dan

4. SWP D pada Blok D.2, Blok D.6, Blok D.7, Blok
D.10, Blok D.11, Blok D.13, Blok D.14 dan
Blok D.16.

sub-zona jalur hijau (RTH-8) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.14, Blok A.15 dan
Blok A.22;

2. SWP B pada Blok B.1;

3. SWP C pada Blok C.4; dan

4. SWP D pada Blok D.2, Blok D.6, Blok D.8, Blok
D.9 dan Blok D.12.

sub-zona badan jalan (BJ) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok
A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8,
Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, Blok
A.13, Blok A.14, Blok A.15, Blok A.16, Blok
A.17, Blok A.18, Blok A.19, Blok A.20, Blok
A.21, Blok A.22 dan Blok A.23;

2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok
B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7 dan Blok B.8;

3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok
C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7;

4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok
D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.8,
Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12,
Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16,
Blok D.17, Blok D.18 dan Blok D.19; dan

5. SWP E pada Blok E.1, Blok E.2 dan Blok E.3.

sub-zona tanaman pangan (P-1) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.7, Blok
A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.14, Blok A.16,
Blok A.18, Blok A.19, Blok A.20, Blok A.21,
Blok A.22 dan Blok A.23;

2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5, Blok
C.6 dan Blok C.7;

[\
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3. SWP D pada Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok
D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.15
dan Blok D.18; dan

4. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.

h. sub-zona hortikultura (P-2) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok
A.10, Blok A.14 dan Blok A.16;

2. SWP B pada Blok B.5;

3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok
C.5 dan Blok C.7;

4. SWP D pada Blok D.3, Blok D.16, Blok D.17
dan Blok D.18; dan

5. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.

i. sub-zona perkebunan (P-3) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.8, Blok A.14,
Blok A.16, Blok A.17, Blok A.18 dan Blok A.19;

2. SWP B pada Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7 dan
Blok B.8;

3. SWP C pada Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan
Blok C.7;

4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok
D.9, Blok D.11, Blok D.12, Blok D.13, Blok
D.14, Blok D.15, Blok D.16, Blok D.17, Blok
D.18 dan Blok D.19; dan

5. SWP E pada Blok E.1, Blok E.2 dan Blok E.3.

j. sub-zona perikanan tangkap (IK-1) terdapat di
SWP A pada Blok A.22;

k. sub-zona perikanan budi daya (IK-2) terdapat di:

1. SWP B pada Blok B.2; dan

2. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.7.

1. sub-zona pembangkit tenaga listrik (PTL) terdapat
di SWP B pada Blok B.1;

m. sub-zona kawasan peruntukan industri (KPI)
terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.14, Blok A.16 dan Blok
A.19;

2. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan
Blok B.8; dan

3. SWP D pada Blok D.9 dan Blok D.18.

n. sub-zona pariwisata (W) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.4, Blok A.9 dan Blok A.10;

2. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5; dan

3. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.4.

0. sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2)
terdapat di SWP D pada Blok D.3, Blok D.4, Blok
D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok
D.10, Blok D.11, Blok D.13 dan Blok D.14;
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p- sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3)
terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok
A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.11, Blok A.12,
Blok A.13, Blok A.14, Blok A.15, Blok A.16,
Blok A.17, Blok A.18, Blok A.19, Blok A.20,
Blok A.21, Blok A.22 dan Blok A.23;
. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5;
3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.3 dan Blok C.4;
dan
4. SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok
D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.9, Blok D.15
dan Blok D.16.
q. sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4)
terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.8, Blok A.10 dan Blok A.15;
2. SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6 dan Blok C.7; dan
3. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.
r. sub-zona spu skala kecamatan (SPU-2) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.13 dan Blok A.23; dan
2. SWP D pada Blok D.3 dan Blok D.14.
s. sub-zona spu skala kelurahan (SPU-3) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok
A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.11,
Blok A.12, Blok A.13, Blok A.15, Blok A.18 dan
Blok A.22;
SWP B pada Blok B.2;
3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok
C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7;
4. SWP D pada Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6, Blok
D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.13,
Blok D.14 dan Blok D.16; dan
5. SWP E pada Blok E. 1.
t. sub-zona campuran intensitas menengah/sedang
(C-2) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.5, Blok
A.10, Blok A.12, Blok A.13, Blok A.22 dan Blok
A.23;
2. SWP B pada Blok B.2, Blok B.4 dan Blok B.5;
3. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.4; dan

4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.14 dan Blok
D.18.

u. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1)
terdapat di SWP C pada Blok C.2;

v. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2)
terdapat di:

0]
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1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.13, Blok A.14,
Blok A.20, Blok A.22 dan Blok A.23; dan
2. SWP D pada Blok D.1.
w. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3)
terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.5, Blok A.6, Blok
A.11, Blok A.12, Blok A.13, Blok A.18, Blok
A.21 dan Blok A.22;
2. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5;
3. SWP C pada Blok C.3 dan Blok C.6;
4. SWP D pada Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok
D.9 dan Blok D.13; dan
5. SWP E pada Blok E. 1.
X. sub-zona perkantoran (KT) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.8, Blok
A.11, Blok A.12, Blok A.13, Blok A.18 dan Blok
A.22;
2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan
Blok B.5;
3. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.4;
4. SWP D pada Blok D.3, Blok D.5, Blok D.10 dan
Blok D.14; dan
5. SWP E pada Blok E. 1.
y. sub-zona IPAM (PL-3) terdapat di SWP D pada Blok
D.18;
z. sub-zona IPAL (PL-4) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.10; dan
2. SWP D pada Blok D.18.
aa. sub-zona pergudangan (PL-6) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.15 dan Blok A.18;
2. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3; dan
3. SWP D pada Blok D.14 dan Blok D.15.
bb. sub-zona transportasi (TR) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.22;
2. SWP B pada Blok B.2; dan
3. SWP C pada Blok C.4.
cc. sub-zona pertahanan dan keamanan (HK) terdapat
di:
1. SWP B pada Blok B.2; dan
2. SWP C pada Blok C.4.
Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. sub-zona badan jalan (BJ) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.10, Blok A.14,
Blok A.21 dan Blok A.22; dan
2. SWP C pada Blok C.2.
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sub-zona hortikultura (P-2) terdapat di SWP C
pada Blok C.2;

sub-zona perikanan tangkap (IK-1) terdapat di
SWP A pada Blok A.22;

sub-zona pariwisata (W) terdapat di SWP C pada
Blok C.2 dan Blok C.4.

sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3)
terdapat di SWP A pada Blok A.22;

sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4)
terdapat di SWP C pada Blok C.2;

sub-zona spu skala kelurahan (SPU-3) terdapat di
SWP A pada Blok A.22;

sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1)
terdapat di SWP C pada Blok C.2;

sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3)
terdapat di SWP A pada Blok A.22;

sub-zona IPAL (PL-4) terdapat di SWP A pada Blok
A.10; dan

sub-zona pergudangan (PL-6) terdapat di SWP C
pada Blok C.2.

Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:

da.

sub-zona taman kota (RTH-2) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.4;
2. SWP C pada Blok C.7; dan
3. SWPE pada Blok E.1,
sub-zona taman kecamatan (RTH-3) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.5 dan Blok A.16;
2. SWP B pada Blok B.2; dan
3. SWP D pada Blok D.8.
sub-zona taman kelurahan (RTH-4) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.7 dan Blok A.15;
2. SWP B pada Blok B.2;
3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.4;
dan
4. SWP D pada Blok D.5.
sub-zona pemakaman (RTH-7) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.6, Blok A.7 dan Blok A.22;
dan
2. SWP D pada Blok D.2, Blok D.7, Blok D.13 dan
Blok D.14.
sub-zona jalur hijau (RTH-8) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.14, Blok A.15 dan Blok
A.22;
. SWP B pada Blok B.1;
3. SWP C pada Blok C.4; dan

[\.}
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4. SWP D pada Blok D.2, Blok D.6, Blok D.8, Blok
D.9 dan Blok D.12.
f. sub-zona badan jalan (BJ) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok
A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.11,
Blok A.12, Blok A.13, Blok A.14, Blok A.15,
Blok A.16, Blok A.17, Blok A.18, Blok A.19,
Blok A.20, Blok A.21, Blok A.22 dan Blok A.23;
2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok
B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7;
3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok
C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7;
4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok
D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.8,
Blok D.9, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.12,
Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok D.16,
Blok D.17 dan Blok D.19; dan
5. SWP E pada Blok E.1, Blok E.2 dan Blok E.3.
g. sub-zona tanaman pangan (P-1) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.7, Blok
A.14, Blok A.21, Blok A.22 dan Blok A.23;
2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.5, Blok C.6 dan
Blok C.7;
3. SWP D pada Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok
D.6, Blok D.7, Blok D.8 dan Blok D.10; dan
4, SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.
h. sub-zona hortikultura (P-2) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.14 dan Blok A.16;
2. SWP C pada Blok C.2, Blok C.4 dan Blok C.7;
3. SWP D pada Blok D.3; dan
4. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.
i. sub-zona perkebunan (P-3) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.16 dan Blok A.17;
2. SWP B pada Blok B.6 dan Blok B.7;
3. SWP C pada Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6;
4. SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, Blok D.9, Blok
D.12, Blok D.13, Blok D.14, Blok D.15, Blok
D.16, Blok D.17 dan Blok D.19; dan
5. SWP E pada Blok E.1, Blok E.2 dan Blok E.3.
j.  sub-zona perikanan tangkap (IK-1) terdapat di
SWP A pada Blok A.22;
k. sub-zona pembangkit tenaga listrik (PTL) terdapat
di SWP B pada Blok B.1;
. sub-zona kawasan peruntukan industri (KPI)
terdapat di:
1. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
dan
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2. SWP D pada Blok D.9 dan Blok D.18.
sub-zona pariwisata (W) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.4; dan
2. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5.
sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2)
terdapat di SWP D pada Blok D.3, Blok D.4, Blok
D.5, Blok D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok
D.10, Blok D.11, Blok D.13 dan Blok D.14;
sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3)
terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok
A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.11, Blok A.12,
Blok A.13, Blok A.15, Blok A.16, Blok A.17,
Blok A.18, Blok A.19, Blok A.20, Blok A.21,
Blok A.22 dan Blok A.23;

SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5;

. SWP C pada Blok C.1, Blok C.3 dan Blok C.4;

dan

4. SWP D pada Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok
D.6, Blok D.7, Blok D.9, Blok D.15 dan Blok
D, 16

sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4)

terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.15;

2. SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6 dan Blok C.7; dan

3. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.
sub-zona spu skala kecamatan (SPU-2) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.23; dan
2. SWP D pada Blok D.3 dan Blok D.14.
sub-zona spu skala kelurahan (SPU-3) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok
A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.11, Blok A.12,
Blok A.13, Blok A.15, Blok A.18 dan Blok A.22;
SWP B pada Blok B.2;

3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok
C.4, Blok C.6 dan Blok C.7;

4. SWP D pada Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6, Blok
D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok D.13,
Blok D.14 dan Blok D.16; dan

5. SWP E pada Blok E. 1.
sub-zona campuran intensitas menengah/sedang
(C-2) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.5, Blok
A.12, Blok A.22 dan Blok A.23;

2. SWP B pada Blok B.2, Blok B.4 dan Blok B.5;

3. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.4; dan
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4. SWP D pada Blok D.14.

sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1)
terdapat di SWP C pada Blok C.2;

sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2)
terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.13, Blok A.14,
Blok A.20, Blok A.22 dan Blok A.23; dan

2. SWP D pada Blok D.1.

sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3)
terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.5, Blok A.6, Blok
A.11, Blok A.12, Blok A.18, Blok A.21 dan Blok
A.22;

2. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5;

3. SWP C pada Blok C.3 dan Blok C.6;

4. SWP D pada Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok
D.9 dan Blok D.13; dan

5. SWP E pada Blok E.1.

sub-zona perkantoran (KT) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.l1,
Blok A.12, Blok A.18 dan Blok A.22;

2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan
Blok B.5;

3. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.4;

4. SWP D pada Blok D.3, Blok D.5, Blok D.10 dan
Blok D.14; dan

5. SWP E pada Blok E.1.

sub-zona pergudangan (PL-6) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.18;

2. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3; dan

3. SWP D pada Blok D.14.

sub-zona transportasi (TR) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.22;

2. SWP B pada Blok B.2; dan

3. SWP C pada Blok C.4.

sub-zona pertahanan dan keamanan (HK) terdapat

di SWP C pada Blok C.4.

(8) Kawasan rawan bencana likuifaksi tingkat tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:

a.

b.

sub-zona taman kota (RTH-2) terdapat di SWP A
pada Blok A.9 dan Blok A.10;
sub-zona taman kelurahan (RTH-4) terdapat di
SWP B pada Blok B.2;
sub-zona badan jalan (BJ) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.4, Blok A.9 dan Blok A.10;
2. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan

3. swp c pada Blok C.2 dan Blok C.4.
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sub-zona tanaman pangan (P-1) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.10; dan

2. SWP C pada Blok C.4.

sub-zona hortikultura (P-2) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.9 dan Blok A.10;

2. SWP C pada Blok C.4 dan Blok C.7; dan

3. SWP E pada Blok E. 1.

sub-zona perkebunan (P-3) terdapat di SWP C
pada Blok C.4 dan Blok C.7;

sub-zona perikanan budi daya (IK-2) terdapat di:

1. SWP B pada Blok B.2; dan

2. SWP C pada Blok C.2.
sub-zona pembangkit tenaga listrik (PTL) terdapat
di SWP B pada Blok B.1;

sub-zona kawasan peruntukan industri (KPI)
terdapat di SWP B pada Blok B.2;

sub-zona pariwisata (W) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.4, Blok A.9 dan Blok A.10;
2. SWP B pada Blok B.2; dan

3. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.4.

sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3)
terdapat di SWP B pada Blok B.2;

sub-zona spu skala kelurahan (SPU-3) terdapat di
SWP B pada Blok B.2;

sub-zona IPAL (PL-4) terdapat di SWP A pada Blok
A.10; dan

sub-zona transportasi (TR) terdapat di SWP B pada
Blok B.2.

Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan
tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h, meliputi:

a.

sub-zona taman kecamatan (RTH-3) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.13 dan Blok A.16;

dan

2. SWP B pada Blok B.2.
sub-zona taman kelurahan (RTH-4) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.12 dan Blok A.15;

2. SWP B pada Blok B.5; dan

3. SWP D pada Blok D.4.

sub-zona pemakaman (RTH-7) terdapat di SWP D
pada Blok D.7, Blok D.10 dan Blok D.11.

sub-zona jalur hijau (RTH-8) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.14; dan

2. SWP D pada Blok D.6.
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sub-zona badan jalan (BJ) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok
A.5, Blok A.7, Blok A.11, Blok A.12, Blok A.13,
Blok A.14, Blok A.15, Blok A.16 dan Blok A.17;

2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok
B.5 dan Blok B.6; dan

3. SWP D pada Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok
D.7, Blok D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok
D.12, Blok D.13 dan Blok D.14.

sub-zona tanaman pangan (P-1) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.14 dan Blok A.16;
dan

2. SWP D pada Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok
D.7, Blok D.8 dan Blok D.10.

sub-zona hortikultura (P-2) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.16; dan

2. SWP B pada Blok B.5.

sub-zona perkebunan (P-3) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.14, Blok A.16 dan
Blok A.17;

2. SWP B pada Blok B.5 dan Blok B.6; dan

3. SWP D pada Blok D.12, Blok D.13 dan 14.

sub-zona pembangkit tenaga listrik (PTL) terdapat
di SWP B pada Blok B.1;

sub-zona kawasan peruntukan industri (KPI)
terdapat di SWP B pada Blok B.2, Blok B.3 dan
Blok B.4;

sub-zona pariwisata (W) terdapat di SWP B pada
Blok B.5;

sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2)
terdapat di SWP D pada Blok D.6, Blok D.7, Blok
D.8, Blok D.10, Blok D.11, Blok D.13 dan Blok
D.14;

sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3)
terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.7, Blok
A.11, Blok A.12, Blok A.13, Blok A.14, Blok
A.15, Blok A.16 dan Blok A.17;

2. SWP B pada Blok B.5; dan

3. SWP D pada Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6 dan
Blok D.7.

sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4)
terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.15; dan

2. SWP C pada Blok C.4.

sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) terdapat di
SWP A pada Blok A.13;
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sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.11, Blok A.12 dan Blok
A.13;

2. SWP B pada Blok B.2; dan

3. SWP D pada Blok D.10.
sub-zona campuran intensitas menengah/sedang
(C-2) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.13;

2. SWP B pada Blok B.2, Blok B.4 dan Blok B.5;
dan

3. SWP D pada Blok D.14.

sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2)
terdapat di SWP A pada Blok A.13;

sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3)
terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1; dan

2. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5.

sub-zona perkantoran (KT) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.13; dan

2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan

Blok B.5.

sub-zona pergudangan (PL-6) terdapat di SWP A
pada Blok A.15;

(10) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a.

@

Penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan
papan informasi bencana, serta penyediaan lokasi
dan jalur evakuasi bencana;

Penyediaan sarana dan prasarana sistem
pengendalian banjir;

Penerapan sistem drainase lereng dan sistem
perkuatan lereng yang tepat;

Penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
Penetapan batas dataran banjir; dan

Pemanfaatan dataran banjir untuk ruang terbuka
hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan
kepadatan rendah.

(11) Ketentuan khusus mengenai kawasan rawan bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum
dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 49

Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45 huruf d berupa tempat evakuasi

sementara.

tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), meliputi:

a. sub-zona taman kelurahan (RTH-4) terdapat di
SWP C pada Blok C.4;

b. sub-zona perkebunan (P-3) terdapat di SWP D
pada Blok D.9 dan Blok D.14;

c. sub-zona kawasan peruntukan industri (KPI)
terdapat di SWP D pada Blok D.9 dan Blok D.18.

d. sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.15; dan
2. SWP C pada Blok C.5.

Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Penyediaan akses jalan sebagai jalur evakuasi
bencana dari permukiman ke tempat
penampungan untuk memudahkan evakuasi;

b. Penyediaan jalur evakuasi bencana dilengkapi
dengan penanda atau rambu-rambu yang
mengarahkan pada lokasi tempat evakuasi
bencana;

c. Penyediaan bangunan yang berfungsi sebagai
tempat evakuasi bencana harus memenuhi
standar ketahanan bencana;

d. Dapat dikembangkan lebih lanjut dengan syarat
tidak mengganggu fungsi sebagai tempat evakuasi;
dan

e. Penyediaan fungsi pemenuhan kebutuhan dasar
minimal.

Ketentuan khusus mengenai tempat evakuasi bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum
dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 huruf e, meliputi:

a. kawasan sempadan sungai;

b. kawasan sempadan pantai;
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c. kawasan sempadan situ, danau, embung dan
waduk; dan
d. kawasan sempadan ketenagalistrikan.
kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. sub-zona taman kota (RTH-2) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.4, Blok A.9 dan Blok A.10;
2. SWP C pada Blok C.7; dan
3. SWP E pada Blok E.1.
b. sub-zona pemakaman (RTH-7) terdapat di SWP C
pada Blok C.5;
c. sub-zona jalur hiyjau (RTH-8) terdapat di SWP A
pada Blok A.7;
d. sub-zona badan jalan (BJ) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.4, Blok A.7, Blok A.8, Blok
A.9, Blok A.10, Blok A.14, Blok A.16, Blok
A.18, Blok A.19, Blok A.20, Blok A.21 dan Blok
A.22;
2. SWP C pada Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5 dan
Blok C.7;
3. SWP D pada Blok D.16, Blok D.17 dan Blok
D.18; dan
4. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.
e. sub-zona hortikultura (P-2) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok
A.10 dan Blok A.14;
2. SWP C pada Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5 dan
Blok C.7;
3. SWP D pada Blok D.17; dan
4. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2.
f. sub-zona perkebunan (P-3) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.8, Blok A.14,
Blok A.16 dan Blok A.18;
2. SWP C pada Blok C.4 dan Blok C.7;
3. SWP D pada Blok D.16, Blok D.17 dan Blok
D.18; dan
4. SWP E pada Blok E. 1.
g. sub-zona perikanan tangkap (IK-1) terdapat di
SWP A pada Blok A.22;
h. sub-zona perikanan budi daya (IK-2) terdapat di
SWP C pada Blok C.2;
i. sub-zona kawasan peruntukan industri (KPI)
terdapat di SWP A pada Blok A.14 dan Blok A.16;
j. sub-zona pariwisata (W) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.9 dan Blok A.10; dan
2. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.4.
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sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3)
terdapat di SWP A pada Blok A.20, Blok A.21 dan
Blok A.22;

sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4)
terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.8;

2. SWP C pada Blok C.5 dan Blok C.7; dan

3. SWP E pada Blok E.2.

sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.22; dan

2. SWP C pada Blok C.7.

sub-zona campuran intensitas menengah/sedang
(C-2) terdapat di SWP A pada Blok A.10;

sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2)
terdapat di SWP A pada Blok A.22;
sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3)
terdapat di SWP A pada Blok A.22; dan

sub-zona IPAL (PL-4) terdapat di SWP D pada Blok
D.18.

(3) kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a.

b.

sub-zona taman kota (RTH-2) terdapat di SWP A
pada Blok A.9;
sub-zona taman kelurahan (RTH-4) terdapat di
SWP B pada Blok B.2;

sub-zona badan jalan (BJ) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.9 dan Blok A.10;

2. SWP B pada Blok B.2; dan

3. SWP C pada Blok C.4.

sub-zona perikanan budi daya (IK-2) terdapat di
SWP B pada Blok B.2;

sub-zona pembangkit tenaga listrik (PTL) terdapat
di SWP B pada Blok B.1;

sub-zona kawasan peruntukan industri (KPI)
terdapat di SWP B pada Blok B.2; dan

sub-zona pariwisata (W) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.4, Blok A.9 dan Blok A.10;
2. SWP B pada Blok B.2; dan

3. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.4;

(4) kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi:

a.

b.

sub-zona pemakaman (RTH-7) terdapat di SWP D
pada Blok D.16;

sub-zona hortikultura (P-2) terdapat di SWP C
pada Blok C.4; dan
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c. sub-zona perkebunan (P-3) terdapat di:
1. SWP C pada Blok C.4; dan
2. SWP D pada Blok D.16.
kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. sub-zona badan air (BA) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.14, Blok A.19 dan Blok
A.21; dan
2. SWP D pada Blok D.16 dan Blok D.18.
b. sub-zona taman kecamatan (RTH-3) terdapat di
SWP A pada Blok A.13;
c. sub-zona taman kelurahan (RTH-4) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.12; dan
2. SWP B pada Blok B.5.
d. sub-zona jalur hijau (RTH-8) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.14; dan
2. SWP D pada Blok D.2 dan Blok D.9.
e. sub-zona badan jalan (BJ) terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.11, Blok A.12, Blok A.13,
Blok A.14 dan Blok A.19;
2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok
B.4 dan Blok B.5;
3. SWP C pada Blok C.6;
4. SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, Blok D.9, Blok
D.15, Blok D.16, Blok D.18 dan Blok D.19; dan
5. SWP E pada Blok E.2 dan Blok E.3.
f. sub-zona tanaman pangan (P-1) terdapat di SWP A
pada Blok A.14 dan Blok A.19;
g. sub-zona hortikultura (P-2) terdapat di:
1. SWP B pada Blok B.5; dan
2. SWP D pada Blok D.16.
h. sub-zona perkebunan (P-3) terdapat di:
1. SWP B pada Blok B.5;
2. SWP C pada Blok C.6;
3. SWP D pada Blok D.2, 1.D.9, Blok D.15 Blok
D.16 dan Blok D.19; dan
4. SWP E pada Blok E.2 dan Blok E.3.
i. sub-zona pembangkit tenaga listrik (PTL) terdapat
di SWP B pada Blok B.1;
j. sub-zona kawasan peruntukan industri (KPI)
terdapat di:
1. SWP B pada Blok B.3 dan Blok B.4; dan
2. SWP D pada Blok D.9,
k. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3)
terdapat di:
1. SWP A pada Blok A.11, Blok A.12, Blok A.13
dan Blok A.19;
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2. SWP B pada Blok B.5; dan

3. SWP D pada Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.9.
sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) terdapat di
SWP A pada Blok A.13;

sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) terdapat di
SWP B pada Blok B.2;

sub-zona campuran intensitas menengah/sedang
(C-2) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.13;

2. SWP B pada Blok B.2; dan

3. SWP D pada Blok D.18.

sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2)
terdapat di SWP A pada Blok A.13;

sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3)
terdapat di SWP B pada Blok B.2; dan

sub-zona perkantoran (KT) terdapat di SWP A pada
Blok A.13.

Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan sebagai berikut:

a.

b.

pada lokasi dengan kerentanan abrasi/erosi tinggi
tidak diperbolehkan ada kegiatan budi daya;

tinggi maksimal bangunan 1 lantai, menggunakan
material yang memenuhi standar teknis keamanan
dan keselamatan;

kegiatan renovasi bangunannya boleh dilakukan
sesuai kondisi asal, mengubah bentuk fasad
maksimal 50%, tidak diperbolehkan menambah
luasan ruang dan Kketinggian bangunan dari
kondisi asal;

mempertahankan lahan non terbangun pada
fungsi sempadan sungai yang tersisa sebagai
ruang terbuka hijau; dan

pada kawasan sempadan ketenagalistrikan tidak
dibenarkan mendirikan bangunan dan menanam
tanaman yang melewati jarak bebas.

Ketentuan Kkhusus mengenai kawasan sempadan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum
dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 51

Kawasan pertambangan mineral dan batubara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f
meliputi:

a. sub-zona badan jalan (BJ) terdapat di SWP B pada
Blok B.8; dan

b. sub-zona perkebunan (P-3) terdapat di SWP B
pada Blok B.8.

Kawasan pertambangan mineral dan batubara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

sebagai berikut:

a. mengatur rehabilitasi kawasan bekas
penambangan sesuai dengan kaidah lingkungan;

b. pengawasan secara ketat terhadap kegiatan
penambangan untuk mencegah terjadinya
kerusakan lingkungan;

c. wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan
bekas galian/penambangan;

d. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus
direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang
ditetapkan; dan

e. kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan
selama dan setelah berakhirnya kegiatan
penambangan.

Ketentuan khusus mengenai kawasan pertambangan

mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala

1:5.000 tercantum dalam Lampiran XXIII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 52

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf f berupa ketentuan pemberian insentif
dan disinsentif.

Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat perangkat untuk memberikan imbalan
terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan
RDTR,




(3)

(5

()
(7)

©)

(10)

(11)

-97 -

Insentif sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan

apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR

sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan

pengembangannya.

Disinsentif sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan

apabila pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan RDTR

sehingga perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi

pengembangannya.

Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap

menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada

Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.

Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:

a. pemberian kompensasi;

b. urun saham;

c. pembangunan serta pengadaan sarana dan
prasarana; dan/atau

d. penghargaan.

Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:

keringanan pajak;

pemberian kompensasi;

urun saham;

penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

kemudahan prosedur perizinan.

Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:

a. pembatasan penyediaan prasarana;

b. pengenaan kompensasi; atau

c. penalti.

Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam

bentuk:

a. pengenaan pajak yang tinggi;

b. pembatasan pajak yang tinggi;

c. pengenaan kompensasi; atau

d. penalti.

Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, bentuk tata

cara, dan batasan penerapan dan/atau mekanisme

ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif diatur

dalam Peraturan Bupati.

oo oTd
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Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 53

Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 huruf b, meliputi:
a. Bonus Zoning dengan kode a; dan

b. Zona Pengendalian Pertumbuhan (Growth Control)
dengan kode b.

Pasal 54

(1) Bonus Zoning dengan kode a sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 huruf a, meliputi:

a.

b.

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
terdapat di SWP D pada Blok D.18;

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang
(C-2) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.23;

2. SWP C pada Blok C.1; dan

3. SWP D pada Blok D.1, Blok D.14 dan Blok D.18.
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)
terdapat di:

1. SWP C pada Blok C.3; dan

2. SWP D pada Blok D.13.
Sub-Zona Pergudangan (PL-6) terdapat di:

1. SWP C pada Blok C.3; dan

2. SWP D pada Blok D.15.

(2) Bonus Zoning dengan kode a sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a.

Diterapkan pada zona yang didorong
pengembangannya, yaitu pada kawasan industri di
Kuala Pesisir dan kawasan pendukung di
sekitarnya. Dalam rangka menarik investasi dan
peran masyarakat dalam mewujudkan rencana
sebagaimana diharapkan pada zona/kawasan
tertentu.

Diterapkan dengan memberikan izin kepada
pengembang kawasan untuk meningkatkan
intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan
dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang

tersebut harus menyediakan sarana publik
tertentu.
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TPZ ini dimaksudkan agar masterplan kawasan
yang disusun dapat diwujudkan sesuai dengan
tujuan pengembangan zona, dimana dibutuhkan
kelonggaran pembatasan intensitas dan aturan
tata bangunan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian
Bonus Zoning diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

(1) Zona Pengendalian Pertumbuhan (Growth Control)

dengan kode b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
huruf b, meliputi:

a.

sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2)
terdapat di SWP D pada Blok D.3, Blok D.5, Blok
D.6, Blok D.7, Blok D.8, Blok D.9, Blok D.10, Blok
D.11, Blok D.13 dan Blok D.14;

sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3)

terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.11, Blok A.13,
Blok A.18, Blok A.19, Blok A.20 dan Blok A.21;
dan

2. SWP D pada Blok D.4.

sub-zona campuran intensitas menengah/sedang

(C-2) terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.2, Blok A.5 dan Blok A.12;
dan

2. SWP B pada Blok B.2, Blok B.4 dan Blok B.5.

sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2)

terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.7, Blok A.13, Blok A.14,
Blok A.20, Blok A.22 dan Blok A.23; dan

2. SWP D pada Blok D.1.

sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3)

terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.5, Blok A.6, Blok
A.11, Blok A.12, Blok A.13, Blok A.18, Blok
A.21 dan Blok A.22;

2. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5; dan

3. SWP D pada Blok D.3 dan Blok D.4.

(2) Zona Pengendalian Pertumbuhan (Growth Control)
dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut:

da.

teknik pengaturan zonasi yang diterapkan melalui
pembatasan pembangunan dalam upaya
melindungi karakteristik kawasan dan performa
prasarana sebagaimana ditetapkan dalam RDTR.
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b. diterapkan dalam bentuk disinsentif persyaratan
tertentu dalam  perizinan  kegiatan, serta
pembatasan-pembatasan lainnya, agar kegiatan-
kegiatan pada zona di kawasan yang diterapkan
teknik pengaturan zonasi dapat dikendalikan
perkembangannya.

c. diterapkan pada kawasan pembangunan berpola
pita (ribbon development) di sepanjang koridor
jalan trans Sumatera dan jalan akses menuju
kawasan industri kawasan untuk menjaga ruang
aman bagi pergerakan kendaraan dari gangguan
aktivitas masyarakat, khususnya permukiman dan
kegiatan ekonomi lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Zona

Pengendalian Pertumbuhan (Growth Control) diatur

dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 56

Terhadap setiap Orang atau Masyarakat yang melakukan
pelanggaran pengaturan pemanfaatan ruang sebagaimana
diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat dikenakan
sanksi administratif dan/atau sanksi pidana berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan
ruang.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 57

Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara
partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan
Ruang.

Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan
pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat
daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi
profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi,
dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait
koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
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Pembentukan Forum Penataan Ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Jangka waktu RDTR Kecamatan Kuala Pesisir adalah

20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1

(satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis,

peninjauan kembali RDTR Kecamatan Kuala Pesisir

dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5

(lima) tahunan.

Perubahan lingkungan strategis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan
dengan undang-undang;

c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan
undang-undang; dan

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat
strategis.

Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang

berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan

Bupati Nagan Raya tentang RDTR Kecamatan Kuala

Pesisir dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan

Ruang.

Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan

kriteria:

a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat
strategis dalam peraturan perundang-undangan;

b. rencana pembangunan dan pengembangan objek
vital nasional; dan/atau

c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di
sekitarnya.
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Pasal 59

Zona Lindung dan Zona Budi Daya yang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan maka
pengaturannya dengan ketentuan tidak diperbolehkan
adanya pengembangan dan/atau pembangunan baru,
hingga perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan
dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan = peraturan
perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 60

Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Kuala Pesisir yang
diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR
dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini,
akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati
ini.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan peta rencana yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap
berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan

b. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa
berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti
melalui mekanisme penerbitan Kkesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang.
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 21 Maret 2024 M
10 Ramadhan 1445 H

/‘fj. BUP. AGAN RAYAJ ’

FITR FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 21 Maret 2024 M
10 Ramadhan 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

f

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024 NOMOR 503
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUALA PESISIR TAHUN 2024-2044

PETA DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN RDTR KECAMATAN KUALA PESISIR

Kab. Aceh Barat

e Maurubs

i

E' PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA|
o PROVINSI ACEH

LAMPIRAN |
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUALA PESISIR
TAHUN 2024 - 2044

Kae. Tadu Raya
o PETA DELINEASI WP
A
st U SKALA: 130000
{ ] .75 15 3 Km
Iy i =
e Proyeksi Unkearssl Transverse Mercalor
Sistem Oeid v Gecgrafin can Gris TR Zona 47 N
Dt Horzontal ; Datum WGS 1984
. Danum estial  : Gookd EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
3 M
Teu Hota Pamarintahan  Bstas Admisistrast
[T —
i —
= b Dotk
i Bistas Persocaniun
S
tema
s WILAYAH ADMINISTRAS! DESA/KELURAHAN/GAMPONG

e

Theun Garporg Pasiarg Parpeng

[ L —
! [ep———
< s e

| Coas harmgasy Hass Trarg
Desa Gamparg Haam Tuna
% Desa Campasy Kabang Gakin

Dines larperg Pumssdad
Dista Ganpong Fuwass
Dosa Gampong Susk Fesing

FUMNER DATA AN AIAATAT SETA
1

" Tbven 3023
2 Frén Covear yan wah b i Grommals G|
Tatun 20z

3 Progistan s T 23 77 P a

Gatatan 7S

Fata i bukan rsbpsne sy g o Dy ARy
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUALA PESISIR TAHUN 2024-2044

PETA PEMBAGIAN SUB WILAYAH PERENCANAAN DAN BLOK

p— - s

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH

LAl L]
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUALA PESISIR.
TAHUN 2024 - 2044

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK PADA WP

u SHALA: 1°30.000

A 0 0,75 15 3 Km
Proyeksi
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUALA PESISIR TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

e

N _"'} PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
e PROVINSI ACEH

e /Y,

LAMPIRAN Il
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR ... TAHUN 2024

TEN

ITANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUALA PESISIR
TAHUN 2024 - 2044

K. Tadu Raya

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

v SHALA: 1°30.000

A 0 0,75 15 3 Km

e S Proyuksi Univmrssl Transeers Mercator
Sistem Gexd Grigd Gemografis dan Grid UTh Zons 47 N

KETERANGAN :
Bu Hota Pamerintahan  Batas Persscansan Parsivan

TUMINER GATA AR RIVTAT PETA
Mo Tocks Ry 1 ;3 b

¥ tamin 022
3 Fengolatan data Tan mm
Catatar: S N
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUALA PESISIR TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

e

e, Waals

] 0,75 1.5 3 Km
S = Progkal Uniniss Transveise Mercalur
! Sistem Geid it Gegrafis dan Grid LTM Zona 47 N
i Daturn Horzontal | Datum WGS 1988
—— Dt ertikal : Ganid EGW 2008

\\__
-
'
/
o
s
Tincks Rwym

o E PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA|

PROVINSI ACEH
[T

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUALA PESISIR

TAHUN 2024 - 2044
Hoe. Tadu Raya

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

U SKALA: 1730000

DIAGRAM LOKASI

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rancans Pengentargas Pisa Felapaeen
/ ) P ko i

Tobn 308
2 Frén Covear yan wah b i Grommals G|
i 227
3 o data T 223 P
Satatare 7S 4
Pt i b e sy e
)

Tariv garis By Birikgran
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PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUALA PESISIR TAHUN 2024-2044

Kab. Aceh Barat e Maurubs

P ~

" PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
3 PROVINSI ACEH

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUALA PESISIR
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

v SHALA: 1°30.000

A 0 0,75 15 3 Km

Hoe. Tadu Raya

~ Proyuksi Unintssl Transverss Mercatud
/ Sistem Ged Grig Geecgrafis dan Grid UTh Zona 47 N
| Datum Horzontal | Datum 'WGS 1984
—— D esthkal Ganid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
] ", Ty e
? w
L] tekod g b
KETERANGAN :
feu Hota Pamarintahan Batas Persmcanaun Parairan
s ticarmmn S e P
s Pt " s Garw Penamags
e
Batas Acministras) - g
= Rt Kt ot e
/ —— o i
st
RENCANA STRUKTUR RUANG
£ Rercass Jariegas Trenaportasl
s Trasgeona Dum
Pepais Kide Lobmi
FUMRER DATA AN RIAWYAT PETA
2 5 Tatwsn 303

i iz
3 Frgelshan data Tan 2023 P A4
Gatatan: S N
7 X
= AP
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PETA RENCANA JARINGAN ENERGI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUALA PESISIR TAHUN 2024-2044

Kab. Aceh Barat

N E PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH
[T

i LAMPIRAN VI
H PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
¥ NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUALA PESISIR
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI

U SKALA: 1730000

A 0 0,75 15 3 Km

Hoe. Tadu Raya

Praysksl Uniniss Transveise Mercalur
Sistem Oeid i Geografie tan Grid UTH Zora 47 N
I Diturn Horizontsl : Ditum WS 198
Sy, Datum Vertkal  : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

T ke ymg dpotitan 1

KETERANGAN :
Bu Hota Pamerintahan  Batas Persscansan Parsivan
Ry — o P
[—— g o G Penrgs
o
Batas dsministras| — Songei
— rm ot B e
Fd —— i o
S ——
RENCANA STRUKTUR RUANG

Mo Tocks Ry
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PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI
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LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUALA PESISIR TAHUN 2024-2044

Kab. Aceh Barat

e Maurubs

N E PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA|
3 PROVINSI ACEH

LAMPIRAN VIl
H PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
¥ NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUALA PESISIR
TAHUN 2024 - 2044
Hae. Tadu Raya

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

U SKALA: 1730000

o 0,75 1.5 3 Km
T = Progkal Unimssl Transeers Mercator
Sistem Geid it Gegrafis dan Grid LTM Zona 47 N
i Datumn Horizontal | Datum WGS 1984
L Dt ertikal : Ganid EGW 2008
DIAGRAM LOKAS!

T Lok g dpetshn 1

KETERANGAN :
By Kota Pamarintaban  Batas Perescansun  Paraivan
. G T
e o G Penrgs
S 50 2
Sangal
Sem o e,
/
RENCANA STRUKTUR RUANG
/ Snian arengan Tekiomnin
/ T e o Trwoms s 71

Ak g e e

Tahn 3033

" twn nzz
} Peogriaten s ez 2~ P4
Catatar: Y
P o b e sy fana e ark s Dy I Ngrand
2 §
'J B
I3

Mo Tocks Ry
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PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUALA PESISIR TAHUN 2024-2044

Kab. Aceh Barat e Maurubs

" PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
3 PROVINSI ACEH

LAMPIRAN VN
H PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
¥ NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUALA PESISIR
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U SKALA: 1730000

A 0 0,75 15 3 Km

Hoe. Tadu Raya

y Preyakal Univarssl Transverss Mercalor

Sistem Oeid i Geografie tan Grid UTH Zora 47 N
! Diatum Horzontsl  Ditum WGS 1984
e Datum Westkal  © Gaoid EGM 2008
DIAGRAM LOKAS!
] ", Ty
l -
T 1
KETERANGAN :
Teu Hita Pamarintatan Bitis Persmcanann Parairan
PR — e G P
n [t e - T —
I ?
Batas Acministras) — Sunges
= Rt Kt ot B Bt s
/’ —— Bt ke

S —
RENCANA STRUKTUR RUANG

/ Sagana Jarigan Sunie: Duye 0t

/
[ e L Vgt
\\
\"\
i ‘
{
et
Pl Kode Lokl
FUMNER TIATA DAK AIARTAT DETA
[ H . -

Z Feal
Tatun 20z

3 Penglatan data T 2023 P 4

Catatar 7S

P o b e sy fana e ark s Dy I Ngrand
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LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUALA PESISIR TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM

e

i =
_,-'f r ) " PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
Kab. Aceh Barat Hoc. Mauraubo 5 ~ - PROVINSI ACEH
ST
AN LAMPIRAN IX
,/ \ g PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
A e v NOMOR ... TAHUN 2024
/ TENTANG
T RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUALA PESISIR
. TAHUN 2024 - 2044
. Ko Tadu Raya
i o PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
t RENCANA JARINGAN AIR MINUM
1
3 U SKALA: 1730.000
A o 075 1.5 3Km
Ml Progkal Unhsnissl Transverse Mercalor
! Sistem Geid Gt Gecgrafis dan Gris UTH Zona 47 N
. Wusa | Daturn Horzontal | Datum WGS 1988
'——~____ Datm Verikal  : Geokd EGM 2008
DIAGRAM LOKAS]
!
Ay L] Lok g e 1
7
b A KETERANGAN :
feu Hota Pamarintahan Batas Persmcanaun Parairan
[ widécimisny i o
e — i Gre PrasmSigs
o Eatas Adminisirasi — s
= Rt Kt ot Giand e
i —— B it
S Y
RENCAMNA STRUKTUR RUANG

/ Baicars Jaragan bt Wiave
A (8] Bergran et
= Ly Dorimn Py
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LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUALA PESISIR TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

sxsa vl

Kab. Aceh Barat

Hie. Mauraubs

T ey Proyuksi Uni

E PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA|

PROVINSI ACEH
e ]

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
REMCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUALA PESISIR
TAHUN 2024 - 2044

i _
R PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

v SKALA: 1:30.000

A o 075 15 akm

Sistern Geid e
Dt Horzantsl ; Dl
Dot Vertikal  © Gaoid EGM 2008

DIAGRAM LOKAS]

! e
KETERANGAN :
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PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN
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LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUALA PESISIR TAHUN 2024-2044

Kab. Aceh Barat

e Maurubs

E PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA|
3 PROVINSI ACEH

LAMPIRAN X1
H PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
¥ NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUALA PESISIR
TAHUN 2024 - 2044
Hae. Tadu Raya

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

U BKALAC 130000
a .75 1.5 3 Km

Praysksl Uniniss Transveise Mercalur
Sistem Oeid i Geografie tan Grid UTH Zora 47 N
Diturn Horizontsl : Ditum WS 198
Sy, Datum Vertkal  : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI
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LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUALA PESISIR TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE

ol

', PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
- PROVINSI ACEH

LAMPIRAN XN

Kab. Aceh Barat Koc. Maureubo

~,
2N H PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
v, I e Y NOMOR ... TAHUN 2024
. TENTANG

REMCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUALA PESISIR
TAHUN 2024 - 2044

el
) & N
(™ g oy 3 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
i il }w s ; RENCANA JARINGAN DRAINASE
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b Y 7 :
N & - HEET U SKALA: 130000
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s o v Con 2t 08

o
i 4
2 KETERANGAN :
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o—— s e e Prna g
- Batas Administras — soage
e Y P T

S
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Popelssin Koe Lokl

A
"
"
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PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA
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LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUALA PESISIR TAHUN 2024-2044

Kab. Aceh Barat

Hie. Mauraubs

) “ PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
= 3 PROVINSI ACEH

LAMPIRAN X
el PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
¥ NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
REMCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUALA PESISIR
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

v SKALA: 1:30.000

Hae Tadu Faya

o 075 1.5 3Km
ey Proyeksi Univarsl Transvere Mercatr
Sisen Gerd Ot Cuoggradi dian Gt LT Zorna 47 N
Daturn Horzontal | Datum 'WGS 1988
e Datm Vertkal  : Geoid EGM 2008
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LAMPIRAN XIV

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUALA PESISIR TAHUN 2024-2044

e

e

PETA RENCANA POLA RUANG

e Maurubs

L/\) PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
<5 PROVINSI ACEH

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUALA PESISIR
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA POLA RUANG

v SHALA: 1°30.000

A 0 0,75 15 3 Km
Prayel
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2 Frta Do
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LAMPIRAN XV

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUALA PESISIR TAHUN 2024-2044

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

WAKTU PELAKSANAAN
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 | T2hap | Tahap SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM UTAMA LOKASI 1 2 3 4 5 4 5 PENDANAAN PELAKSANA
2030- 2035- | 2040-
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2034 2039 2044
A PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG
1 Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat
Pelayanan
1.1 Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan
: Perkotaan (Sub WP A)
Penyusunan Masterplan/Rencana Tata Bangunan APBN, APBD Kementerian
1.1.1 dan Lingkungan (RTBL) Pusat Pelayanan Blok I.A.1 Kabupaten PUPR, Dinas
Kota/Kawasan Perkotaan PUPR
Penyusunan studi lingkungan Pusat Pelayanan APBN, APBD Kementerian
1.2.1 yu gLung y Blok I.A.1 Kabupaten PUPR, Dinas
Kota/Kawasan Perkotaan
PUPR
Sosiali . p ¢ p ¢ Pel APBN, APBD Kementerian
1.3.1 osiansast cnataan usa clayanan | piok 1.A.1 Kabupaten PUPR, Dinas
Kota/Kawasan Perkotaan
PUPR
. . . APBN, APBD Kementerian
14.1 Pengendalian dan pengawasan kegiatan di Pusat Blok LA.1 Kabupaten PUPR, Dinas
Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
PUPR
1.2 Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan
Perkotaan
Blok 1.A.22,
Penyusunan Masterplan/Rencana Tata Bangunan Blok I.B.2, APBD
1.2.1 dan Lingkungan (RTBL) Sub Pusat Pelayanan Kota/ Blok I.C.4, Kabupaten Dinas PUPR
Kawasan Perkotaan Blok 1.D.13, p
Blok I.LE.1
Blok 1.A.22,
Penyusunan studi lingkungan Sub Pusat Pelayanan Blok I.B.2, APBD
122 | ty}lK o erhee i hE ¥ Blok I.C.4, Kabunaten Dinas PUPR
ota/ Kawasan Perkotaa Blok 1.D.13, abupate
Blok I.LE.1
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WAKTU PELAKSANAAN

Tahap 2 Tahap | Tahap
Tahap 1 Tahap 3 SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM UTAMA LOKASI 1 2 3 4 5 4 5 PENDANAAN PELAKSANA
2030- 2035- | 2040-
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2034 2039 2044
Blok I.A.22,
C Blok 1.B.2,
Blok 1.D.13, p
Blok I.LE.1
Blok 1.A.22,
. . . Blok I.B.2,
124 | poneendalin dan pengmmasan kedaten G S| pioerc.s
y Blok 1.D.13, P
Blok I.LE.1
1.3 Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/ Desa
Blok I.A.15,
Penyusunan Masterplan/Rencana Tata Bangunan | Blok I.A.18, APBD
1.3.1 dan Lingkungan (RTBL) Pusat Lingkungan Blok I.C .4, Kabupaten Dinas PUPR
Kelurahan/ Desa Blok I.D.5, p
Blok I.D.14
Blok I.A.15,
A . Blok 1.A.18,
132 Ez?l}lf;,lasl}l;r;a}nthSI;dl lingkungan Pusat Lingkungan Blok 1.C.4, Ka/gEBzen Dinas PUPR
Blok I.D.5, P
Blok I.D.14
Blok I.A.15,
C . Blok 1.A.18,
133 ]SDcésSfllsa51 Penataan Pusat Lingkungan Kelurahan/ Blok 1.C.4, Ka/gEBzen Dinas PUPR
Blok I.D.5, P
Blok I.D.14
Blok I.A.15,
. . . Blok 1.A.18,
154 | Fongendalion dan pengaasan kegiaan di Pusat | gl s
grung Blok 1.D.5, P
Blok I.D.14
2 PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN
TRANSPORTASI
2.1 Jalan Arteri Primer
2.1.1 Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan Blok I.A.1, APBN Kementerian
jalan arteri primer Blok I.A.2, PUPR, BPJN I
Blok I.A.5, Aceh

Blok I.A.6,
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NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

Tahap 1

Tahap 2

3

Tahap 3

Tahap

Tahap

2024

Blok I.A.7,
Blok I.A.11,
Blok I.A.12,
Blok I1.A.13,
Blok I.A.14,
Blok I.A.18,
Blok I.A.19,
Blok 1.A.20,
Blok I.A.21,
Blok 1.A.22

dan Blok
1.A.23, Blok

1.B.1, Blok

1.B.2 Blok
1.B.3, Blok
1.B.4, Blok
1.B.5, Blok
1.D.1, Blok
1.D.2, Blok

1.D.3 dan
Blok I.D.4

2.1.2

Survey kondisi jalan arteri primer/jembatan

Blok I.A.1,
Blok I.A.2,
Blok I.A.5,
Blok I.A.6,
Blok I.A.7,
Blok I.A.11,
Blok I.A.12,
Blok I1.A.13,
Blok I1.A.14,
Blok 1.A.18,
Blok I.A.19,
Blok 1.A.20,
Blok I.A.21,
Blok 1.A.22
dan Blok
1.A.23, Blok
1.B.1, Blok
1.B.2 Blok
1.B.3, Blok
1.B.4, Blok

2025

2026

2027

2028

2029

2030-

2034

2035-
2039

2040-
2044

SUMBER
PENDANAAN

INSTANSI
PELAKSANA

APBN

Kementerian
PUPR, BPJN I
Aceh
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NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

Tahap 1

Tahap 2

3

Tahap 3

Tahap

Tahap

2024

1.B.5, Blok
1.D.1, Blok
1.D.2, Blok
1.D.3 dan
Blok I.D.4

2.1.3

Pelebaran jalan arteri primer menuju standar

Blok I.A.1,
Blok I.A.2,
Blok I.A.5,
Blok I.A.6,
Blok I.A.7,
Blok I.LA.11,
Blok I.A.12,
Blok 1.A.13,
Blok 1.A.14,
Blok 1.A.18,
Blok I.A.19,
Blok 1.A.20,
Blok I.A.21,
Blok 1.A.22
dan Blok
1.A.23, Blok
1.B.1, Blok
1.B.2 Blok
1.B.3, Blok
1.B.4, Blok
1.B.5, Blok
1.D.1, Blok
1.D.2, Blok
1.D.3 dan
Blok 1.D.4

2025

2.1.4

Pelebaran jalan arteri primer menambah lajur

Blok I.A.1,
Blok I.A.2,
Blok I.A.5,
Blok I.A.6,
Blok I.A.7,
Blok I.A.11,
Blok I.A.12,
Blok I1.A.13,
Blok 1.A.14,
Blok 1.A.18,

2026

2027

2028

2029

2030-
2034

2035-
2039

2040-
2044

SUMBER
PENDANAAN

INSTANSI
PELAKSANA

APBN

Kementerian
PUPR, BPJN I
Aceh

APBN

Kementerian
PUPR, BPJN I
Aceh
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NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

Tahap 1

Tahap 2

3

Tahap 3

Tahap

Tahap

2024

2025

Blok I.A.19,
Blok 1.A.20,
Blok I.A.21,
Blok 1.A.22
dan Blok
1.A.23, Blok
1.B.1, Blok
1.B.2 Blok
1.B.3, Blok
1.B.4, Blok
1.B.5, Blok
1.D.1, Blok
1.D.2, Blok
1.D.3 dan
Blok I.D.4

2.1.5

Rekonstruksi jalan arteri primer

Blok I.A.1,
Blok I.A.2,
Blok I.A.5,
Blok I.A.6,
Blok I.A.7,
Blok I.A.11,
Blok I.A.12,
Blok 1.A.13,
Blok 1.A.14,
Blok 1.A.18,
Blok 1.A.19,
Blok 1.A.20,
Blok I.A.21,
Blok 1.A.22
dan Blok
1.A.23, Blok
1.B.1, Blok
1.B.2 Blok
1.B.3, Blok
1.B.4, Blok
1.B.5, Blok
1.D.1, Blok
1.D.2, Blok
1.D.3 dan
Blok 1.D.4

2026

2027

2028

2029

2030-
2034

2035-
2039

2040-
2044

SUMBER
PENDANAAN

INSTANSI
PELAKSANA

APBN

Kementerian
PUPR, BPJN I
Aceh
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NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

Tahap 1

Tahap 2

3

Tahap 3

Tahap

Tahap

2024

2025

2.1.6

Rehabilitasi jalan arteri primer

Blok I.A.1,
Blok I.A.2,
Blok I.A.5,
Blok I.A.6,
Blok I.A.7,
Blok I.LA.11,
Blok .LA.12,
Blok 1.A.13,
Blok I.A.14,
Blok 1.A.18,
Blok I.A.19,
Blok 1.A.20,
Blok I.A.21,
Blok 1.A.22
dan Blok
1.A.23, Blok
1.B.1, Blok
1.B.2 Blok
1.B.3, Blok
1.B.4, Blok
1.B.5, Blok
1.D.1, Blok
1.D.2, Blok
1.D.3 dan
Blok I.D.4

2.1.7

Pemeliharaan berkala/rutin jalan arteri primer

Blok I.A.1,
Blok I.A.2,
Blok I.A.5,
Blok I1.A.6,
Blok I.A.7,
Blok I.A.11,
Blok I.A.12,
Blok I1.A.13,
Blok I1.A.14,
Blok I1.A.18,
Blok I1.A.19,
Blok 1.A.20,
Blok I.A.21,
Blok I1.A.22
dan Blok
1.A.23, Blok

2026

2027

2028

2029

2030-

2034

2035-
2039

2040-
2044

SUMBER
PENDANAAN

INSTANSI
PELAKSANA

APBN

Kementerian
PUPR, BPJN I
Aceh

APBN

Kementerian
PUPR, BPJN I
Aceh
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NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

Tahap 1

Tahap 2

3

Tahap 3

Tahap

Tahap

2024

2025

1.B.1, Blok
1.B.2 Blok
1.B.3, Blok
1.B.4, Blok
1.B.5, Blok
1.D.1, Blok
1.D.2, Blok
1.D.3 dan
Blok I.D.4

2.1.8

Penanggulangan bencana/tanggap darurat

Blok I.A.1,
Blok I.A.2,
Blok I.A.5,
Blok I.A.6,
Blok I.A.7,
Blok I.A.11,
Blok I.A.12,
Blok 1.A.13,
Blok 1.A.14,
Blok 1.A.18,
Blok 1.A.19,
Blok 1.A.20,
Blok I.A.21,
Blok 1.A.22
dan Blok
1.A.23, Blok
1.B.1, Blok
1.B.2 Blok
1.B.3, Blok
1.B.4, Blok
1.B.5, Blok
1.D.1, Blok
1.D.2, Blok
1.D.3 dan
Blok 1.D.4

2.1.9

Penyediaan perlengkapan jalan arteri primer (untuk

pemasangan

PJU diharapkan

berenergi matahari)

menggunakan

Blok I.A.1,
Blok I.A.2,
Blok I.A.5,
Blok I.A.6,
Blok I.A.7,
Blok I.A.11,

2026

2027

2028

2029

2030-
2034

2035-
2039

2040-

2044

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI
PELAKSANA

APBN

Kementerian
PUPR, BPJN I
Aceh

APBN

Kementerian
PUPR, BPJN I
Aceh
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NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

Tahap 1

Tahap 2

3

Tahap 3

Tahap

Tahap

2024

2025

Blok I.A.12,
Blok I1.A.13,
Blok I1.A.14,
Blok I1.A.18,
Blok I.A.19,
Blok 1.A.20,
Blok I.A.21,
Blok 1.A.22
dan Blok
1.A.23, Blok
1.B.1, Blok
1.B.2 Blok
1.B.3, Blok
1.B.4, Blok
1.B.5, Blok
1.D.1, Blok
1.D.2, Blok
1.D.3 dan
Blok I.D.4

2.1.10

Rehabilitasi
arteri primer

dan pemeliharaan prasarana jalan

Blok I.A.1,
Blok I.A.2,
Blok I.A.5,
Blok I.A.6,
Blok I.A.7,
Blok I.A.11,
Blok I.A.12,
Blok 1.A.13,
Blok I1.A.14,
Blok 1.A.18,
Blok I.A.19,
Blok 1.A.20,
Blok I.A.21,
Blok 1.A.22
dan Blok
1.A.23, Blok
1.B.1, Blok
1.B.2 Blok
1.B.3, Blok
1.B.4, Blok
1.B.5, Blok
1.D.1, Blok

2026

2027

2028

2029

2030-
2034

2035-
2039

2040-
2044

SUMBER
PENDANAAN

INSTANSI
PELAKSANA

APBN

Kementerian
PUPR, BPJN I
Aceh
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NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

Tahap 1

Tahap 2

3

Tahap 3

Tahap

Tahap

2024

2025

1.D.2, Blok
1.D.3 dan
Blok I1.D.4

2.1.11

Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan
arteri primer

Blok I.A.1,
Blok I.A.2,
Blok I.A.5,
Blok I.A.6,
Blok I.A.7,
Blok I.LA.11,
Blok .LA.12,
Blok I.A.13,
Blok I.A.14,
Blok 1.A.18,
Blok I.A.19,
Blok 1.A.20,
Blok I.A.21,
Blok 1.A.22
dan Blok
1.A.23, Blok
1.B.1, Blok
1.B.2 Blok
1.B.3, Blok
1.B.4, Blok
1.B.5, Blok
1.D.1, Blok
1.D.2, Blok
1.D.3 dan
Blok 1.D.4

2.1.12

Penanaman vegatasi yang dapat menyerap karbon
pada sempadan jalan arteri primer

Blok I.A.1,
Blok I.A.2,
Blok I.A.5,
Blok I.A.6,
Blok I1.A.7,
Blok I.A.11,
Blok I.A.12,
Blok I1.A.13,
Blok 1.A.14,
Blok 1.A.18,
Blok I.A.19,
Blok I.A.20,

2026

2027

2028

2029

2030-
2034

2035-
2039

2040-
2044

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI
PELAKSANA

APBN

Kementerian

PUPR, BPJN I

Aceh

APBD
Kabupaten

Dinas
Lingkungan
Hidup
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NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

Tahap 1

Tahap 2

3

Tahap 3

Tahap

Tahap

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030-
2034

2035-
2039

2040-
2044

SUMBER
PENDANAAN

INSTANSI
PELAKSANA

Blok I.A.21,
Blok 1.A.22
dan Blok
1.A.23, Blok
I.B.1, Blok
1.B.2 Blok
1.B.3, Blok
1.B.4, Blok
1.B.5, Blok
1.D.1, Blok
1.D.2, Blok
1.D.3 dan
Blok I.D.4

2.2

Jalan Kolektor Primer

2.2.1

Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan
jalan kolektor primer

Seluruh Blok
pada SWP
LA, Blok
I.B.2, Blok
1.B.3, Blok
1.B.4, Blok
1.B.7, Blok
1.B.8,
Seluruh Blok
pada SWP
I.C, Blok
1.D.1, Blok
1.D.2, Blok
1.D.3, Blok
1.D.4, Blok
1.D.5, Blok
1.D.6, Blok
1.D.7, Blok
1.D.8, Blok
1.D.9, Blok
1.D.10, Blok
1.D.11, Blok
D.12, Blok
1.D.13, Blok
1.D.14, Blok
1.D.15, Blok

APBN

Kementerian
PUPR, BPJN I
Aceh
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NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

Tahap 1

Tahap 2

3

Tahap 3

Tahap

Tahap

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030-
2034

2035-
2039

2040-
2044

SUMBER
PENDANAAN

INSTANSI
PELAKSANA

1.D.16, Blok
1.D.17, Blok
1.D.18, Blok
I.LE.1, dan
Blok I.LE.2

2.2.2

Survey kondisi jalan kolektor primer/jembatan

Seluruh Blok
pada SWP
LA, Blok
[.B.2, Blok
I.B.3, Blok
1.B.4, Blok
1.B.7, Blok
1.B.8,
Seluruh Blok
pada SWP
I.C, Blok
1.D.1, Blok
1.D.2, Blok
1.D.3, Blok
1.D.4, Blok
1.D.5, Blok
1.D.6, Blok
1.D.7, Blok
1.D.8, Blok
1.D.9, Blok
1.D.10, Blok
1.D.11, Blok
D.12, Blok
1.D.13, Blok
1.D.14, Blok
1.D.15, Blok
1.D.16, Blok
1.D.17, Blok
1.D.18, Blok
LLE.1, dan
Blok L.E.2

APBN

Kementerian
PUPR, BPJN I
Aceh

2.2.3

Pelebaran jalan kolektor primer menuju standar

Seluruh Blok
pada SWP
I.A, Blok
1.B.2, Blok

APBN

Kementerian
PUPR, BPJN I
Aceh
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NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

Tahap 1

Tahap 2

3

Tahap 3

Tahap

Tahap

2024

2025

1.B.3, Blok
1.B.4, Blok
1.B.7, Blok
1.B.8,
Seluruh Blok
pada SWP
I.C, Blok
1.D.1, Blok
1.D.2, Blok
1.D.3, Blok
1.D.4, Blok
1.D.5, Blok
1.D.6, Blok
1.D.7, Blok
1.D.8, Blok
1.D.9, Blok
1.D.10, Blok
1.D.11, Blok
D.12, Blok
1.D.13, Blok
1.D.14, Blok
1.D.15, Blok
1.D.16, Blok
1.D.17, Blok
1.D.18, Blok
1.E.1, dan
Blok I.E.2

2.2.4

Pelebaran jalan kolektor primer menambah lajur

Seluruh Blok
pada SWP
I.A, Blok
1.B.2, Blok
1.B.3, Blok
1.B.4, Blok
1.B.7, Blok
1.B.S,
Seluruh Blok
pada SWP
I1.C, Blok
1.D.1, Blok
1.D.2, Blok
1.D.3, Blok

2026

2027

2028

2029

2030-
2034

2035-
2039

2040-
2044

SUMBER
PENDANAAN

INSTANSI
PELAKSANA

APBN

Kementerian
PUPR, BPJN I
Aceh
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NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

Tahap 1

Tahap 2

3

Tahap 3

Tahap

Taha